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Abstrak
Pengangguran merupakan salah satu masalah di negara

berkembang yang sulit diatasi, tidak terkecuali Indonesia. Salah
satu sumber permasalahan ini adalah kurangnya lapangan
pekeijaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang menyebabkan
kurangnya lapangan keija dan peluang usaha, salah satu contoh
yaitu aspek kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi kebijakan yang
mempengaruhi penciptaan lapangan keija dan peluang usaha
dengan menggunakan tools Regulation Mapping (RegMap).
Dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah
baik dan mendukung penciptaan lapangan keija dan peluang
usaha.

Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil bahwa
variabel yang paling berpengaruh terhadap penciptaan lapangan
keija dan peluang usaha adalah variabel legalitas usaha, dimana
kebijakan legalitas usaha yang dievaluasi dengan RegMap
Lengkap sudah cukup baik dan mendukung penciptaan lapangan
keija dan peluang usaha. Meskipun kebijakan legalitas usaha
sudah cukup baik tetapi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan
kategori pemyataan dan kriteria pendukung RegMAp Lengkap.

Kata kunci : Lapangan Keija, Peluang usaha, Regulation Mapping
(RegMap)
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Abstrak
Unemployment is one of the problems in developing

countries are difficult to overcome, including Indonesia. Cause of
this problem is the lack of job fields and business opportunities.
Many aspect cause the lack of employment and business
opportunities, as an example is aspects government policy.

In this research, evaluation of policy impact in generating
work field and business opportunity is conducted using
Regulation Mapping (RegMap) tools. The purpose of this
evaluation is to determine whether this policy is good and support
the creation of employment and business opportunities.

From the results of this research, the most influential
variables for job creation and business opportunities are variable
legality of their operations. This policies, which are evaluated
with RegMAp is already quite good and supports the creation of
employment and business opportunities. Although the legality of
the policy has been quite good, but it needs to be improved in
accordance with the categories statement and supporting criteria
from RegMap.

Keywords : Job Creation, Business Opportunity, Regulation
Mapping (RegMap)
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pengangguran merupakan masalah yang sering teijadi di

negara berkembang dan sulit untuk di atasi. Hal ini juga dialami
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Salah satu
sumber permasalahan banyaknya pengangguran adalah kurangnya
lapangan pekeijaan dan peluang usaha. Banyak aspek yang
menyebabkan kurangnya lapangan keija dan peluang usaha, salah
satu contoh adalah aspek kebijakan pemerintah. Kebijakan
pemerintah merupakan aspek yang penting karena kebijakan
adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap suatu hal yang
menjadi wewenangnya. Regulasi merupakan perwujudan dari
kebijakan publik yang dilakukan oleh permerintah dalam
mengatur berbagai bidang. Regulasi dapat menyebabkan
timbulnya resiko, yaitu menghambat investasi dan berdampak
terhadap pertumbuhan perekonomian. Dari hasil survey iklim
usaha yang dilakukan oleh Gesellschafi fur Technische
Zusammenarbeit (GTZ) dalam kajian Yayasa Pendidikan Internal
Audit (YPIA) pada tahun 2007 dapat dilihat bahwa kebijakan
aspek hukum (regulasi) merupakan aspek yang menjadi masalah
utama dunia usaha, seperti terlihat pada Gambar 1.1

1.1.

Gambar 1. 1 Hasil Survey Iklim Usaha
(Sumber:YPIA, 2007 )
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Kebijakan atau regulasi merupakan aturan tertulis dimana
merupakan syarat wajib untuk memulai usaha di dunia khususnya
di Indonesia. Apabila kebijakan atau regulasi kurang mendukung
suatu objek yang diatumya, akan menghambat proses yang teijadi
di dalamnya.

Tabel 1.1. Data Waktu dan Jumlah Prosedur Untuk Memulai Usaha di
Asia

( Sumber :World Bank, 2010)
Negara Prosedor

(jumlah)
Lama waktu

(hari)
Biaya (•/•GNI

per kapita)
Modal Minimum

(V.GNI per kapita)
Indonesia 9 60 26 59.7
Malaysia
Thailand
Taiwan,Cina
PluDippines
Singapore
Vietnam
Japan
Lidia

9 11 11.9 0.0
7 32 63 on
6 23 3.9 0.0
15 52 283 53

0.73 3 0.0
11 50 133 0.0

738 23 0.0
13 30 66.1 210.9

Dari data World Bank (2010) , seperti terlihat pada Tabel
1.1, disebutkan bahwa untuk memulai usaha di Indonesia
membutuhkan jumlah prosedur yang cukup banyak (sembilan
prosedur) dengan lama waktu tunggu 60 hari. Hal ini
menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk menanamkan
modalnya di indonesia. Berbeda jauh negara tetangga kita
Malaysia dan Thailand, yang hanya membutuhkan prosedur
sembilan dan tujuh prosedur dengan lama waktu tunggu yang
hanya 11 hari dan 32 hari. Dilihat dari sisi biaya dan modal
minimum untuk memulai usaha, Indonesia sangat jauh untuk
bersaing dalam hal biaya. Hal ini dapat dilihat dari biaya yang
diperlukan untuk mengurus perijinan dan modal minimum yang
diperlukan untuk memulai usaha di Indonesia berkisar 26 % dan
59.7 % dari pendapatan per kapita per tahun dari. Besamya nilai
biaya dan modal tersebut relatif cukup tinggi bila dibandingkan
dengan negara lain, seperti Malaysia dan Thailand . Malaysia dan
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Thailand hanya memerlukan biaya 11.9 % dan 6.3 % serta modal
minimum 0.0 % dari pendapatan per kapita.

Dari data di atas, dapat diindikasikan kebijakan
pemerintah (kementerian dan jajaran dibawahnya) kurang
mendukung terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif
sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan
peluang usaha. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan
untuk mengetahui ada tidaknya kebijakan yang kurang
mendukung peningkatkan lapangan ketja dan peluang usaha

Hierarki kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam penciptaan lapangan pekerjaan menurut Jarius (2004),
adalah : (1) Kebijakan Umum, (2) Kebijakan Sektoral, (3)
Kebijakan Regional, dan (4) Kebijakan Khusus. Dalam
aplikasinya, kebijakan di atas dituangkan dalam bentuk undang-
undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan
presiden, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan dan
keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan gubemur dan
peraturan lain yang tingkatannya lebih rendah. Kebijakan di atas
dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan
berdampak terhadap terciptanya lapangan keija & peluang usaha.

Disini evaluasi kebijakan yang mempengaruhi penciptaan
lapangan keija dan peluang usaha difokuskan pada industri
berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini
memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini
dibuktikan kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto
(PDB) sebesar 54,5 % dari total PDB nasional dengan rincian
usaha mikro dan kecil menyumbang sebesar 29,7 % dan usaha
menegah berkontribusi sebesar 14,8 %. Di sisi penyerapan tenaga
keija sektor UMKM menyerap tenaga keija sekitar 97,33 % atau
sekitar 79 juta tenaga keija. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM
merupakan sasaran tepat untuk menciptakan pemerataan dan
keadilan ekonomi (Biro Pusat Statistik, 2009).

Jawa Timur memiliki total 4,2 juta UMKM, sekitar 85 %
diantaranya adalah usaha mikro, 10% usaha kecil serta 3% usaha
menengah,kontribusi UKM Jatim ini terhadap PDRB Jatim pada
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tahun 2009 mencapai 53,4% atau sama dengan sekitar Rp 367,03
triliun dari total 692 triliun. Salah satu sentra industri bersakala
UMKM di Jatim yang dipandang potensial adalah sentra industri
pengolahan logam di Warn, Sidoaijo. Sentra ini memiiiki
kapasitas produksi sebesar Rp 478.444.000.000 (Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoaijo, 2007).
Industri pengolahan logam ini berkontribusi pada ditetapkannya
Jawa Timur sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah
DKI Jakarta dengan nilai Rp 534,9 miliar atau sekitar 15 % dari
total PDRB nasional tahun 2007 (Biro Pusat Statistik, 2009).

Di antara beberapa jenis usaha yang ada di sentra
pengolahan logam, industri suku cadang otomotif merupakan
sektor yang memiiiki akses pasar global. Dalam bidang produksi
suku cadang otomotif, Indonesia memegang 0,37 % pasar dunia
(Ridwan, 2007), sedangkan Jawa Timur sendiri melalui sentra
industri logam memilki kontribusi sebesar 5 % penjualan suku
cadang orisinil di Indonesia (Ridwan, 2007). Oleh karena peran
yang cukup besar dimiliki sentra UMKM Waru khususnya perlu
dilakukan evaluasi kebijakan terkait penciptaan lapangan keija
dan peluang usaha. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah
terdapat kebijakan pemerintah yang kurang medukung penciptaan
lapangan keija dan peluang usaha di sentra UMKM Komponen
Otomotif Warn Sidoaijo.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan

evaluasi kebijakan yang berdampak terhadap penciptaan lapangan
keija dan peluang usaha. Oleh karena itu dirumuskan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana mengevaluasi variabel kebijakan pemerintah
yang paling mempengaruhi penciptaan lapangan keija
dan peluang usaha.
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2. Bagaimana memberikan rekomendasi perbaikan tehadap
kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap
penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.

13. Tuiuan Penelitian
Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka

penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengevaiuasi variabel kebijakan pemerintah yang paling

mempengaruhi penciptaaan lapangan keija dan peluang
usaha di sentra UMKM Komponen Otomotif Waru
Sidoaijo.

2. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakaan yang
kurang mendukung penciptaan lapangan keija dan
peluang usaha, untuk dilakukan perbaikan agar
mendukung penciptaan lapangan keija dan peluang usaha.

1.4. Manfaat Penelitian
1. Memberikan acuan kerangka pikir kebijakan yang

memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan
keija dan peluang usaha.

2. Memberikan informasi kelayakan terhadap kebijakan
yang mempengaruhi penciptaan lapangan keija dan
peluang usaha.

Riiang lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini meliputi batasan dan asumsi

penelitian. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1.5.

1. Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan baik pusat
(Indonesia), tingkat I (Jawa Timur) serta tingkat II
(Sidoaijo).

2. Sumber kebijakan didapat penulis melalui website resmi
departemen terkait yang dipublikasikan serta interview
dengan stakeholder terkait sekaligus expert.
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Sedangkan asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah
kebijakan pemerintah berkaitan dengan penelitian ini tidak
mengalami perubahan sampai selesainya penelitian ini.

i



BAB n
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai iiteratur dan jumal
yang digunakan dalam peneiitian yang dilakukan serta digunakan
sebagai acuan proses pemecahan masalah dalam peneiitian.

2.1 Definisi Kebiiakan Secara Umum
Definisi kebijakan dalam peneiitian ini dilihat dari sudut

pandang pemerintah sebagai fasilitator terhadap dua stakeholder
yang berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan. Berikut ini
beberapa definisi dari kebijakan:

1. “policy is a set of interrelated decisions taken by a
political actor or a group of actors concemingthe
selection of goals and the means of achiving them within
a specified situation where those decision should, in
principle be within the power of those actors to achive”
(Jenkins, 1978 dalam Syafaati, 2007).

2. Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-
keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap
kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen
kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum,
pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggran-anggaran
(Purwanto, 1997 dalam Syafaati, 2007).

3. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah
untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara
langsung maupun melalui berbagai lembaga yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 1966 dalam
Syafaati, 2007).

4. Kebijakan publik meliputi keputusan politik untuk
mengimplementasikan program-program untuk mencapai
tujuan masyarakat (“Public policy consist of political
dicisions for implementing programs to achive societal
goals” ) ( Cochran & Malone, 1997).

7
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2.2 Kebiiakan Publik
Kebijakan merupakan suatu tindakan yang sengaja

dibuat untuk memandu keputusan guna mencapai tujuan yang
rasional. Terminologi kebijakan dapat diaplikasikan terhadap
pemerintah, organisasi kelompok di sektor swasta, dan individu.
Kebijakan berbeda dari peraturan atau hukum. Apabila hukum
dapat menyuruh serta mengikat suatu objek hukum, maka
kebijakan hanya memberikan panduan yang bertujuan untuk
mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan atau studi kebijakan
berfokus pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting
dalam organisasi, termasuk identifikasi dari beragam altematif
kebijakan dan pemilihan suatu kebijakan tertentu yang didasarkan
atas dampak yang akan dihasilkan. Kebijakan dapat didefinisikan
sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, dan
administrasi untuk mengatur objek kebijakan dalam rangka
mencapai tujuan tertentu (Kajian Evaluasi dan Revitalisasi
kebijakan pemerintah di bidang koperasi dan UMKM, 2007). Dari
pemaparan tersebut kebijakan publik dalam penelitian ini lebih
ditekankan terhadap peran fungsi pemerintah sebagai fasilitator
terhadap dua stakeholder yang berperan terhadap penciptaan
lapangan keija dan peiuang usaha yaitu firm dan tenaga keija.

23 Pembentuk Kebiiakan Publik
Kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi

politik, ekonomi, sosial, dan kultural atau dengan kata lain
kebijkan publik merupakan hasil sintesis dinamika politik,
ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijkan itu sendiri berada.
Sedangkan pembentuk kebijkan publik terdiri atas tiga dimensi
yaitu dimensi politik, hukum, manajemen, seperti terlihat pada
Gambar 2.1

Dimensi politik, kebijakan publik merupakan bentuk
paling nyata sistem politik yang dipilih. Politik
demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang
berproses secara demokratis dan dibangun untuk

1.
l
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kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-seorang
atau satu atau beberapa goiongan saja.
Dimensi hukum, karena kebijakan publik merupakan
fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan publik
mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara
negara, terutama penyelenggara pemerintah.
Dimensi manajemen, karena kebijakan publik perlu untuk
dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui
berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh
pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinya,
yaitu birokrasi, bersama- sama dengan rakyat, dan untuk
mencapai hasil yang optimal, maka implementasi
kebijakan publik harus dikendalikan. Fungsi perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian
adalah fungsi manajemen.

2.

3.

Politik Hukum

Gambar. 2.1 Tiga Dimensi Pembentuk Kebijakan Publik
(Sumber : Nugroho, 2008)

2.4 Proses Kebijakan Publik
Proses kebijakan merupakan proses inti dari kebijakan

publik, di sini kebijakan publik dilihat dari satu kesatuan sistem
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yang bergerak dari bagian satu ke bagian lain secara sinambung,
saling menentukan, saling membentuk, model di bawah ini
merupakan model proses kebijakan yang paling klasik
dikembangkan Easton (1984) dan menjadi dasar pengembangan
yang dilakukan akademisi di bidang kebijakan publik. Model
Easton ini menganalogi sistem biologi, dimana pada dasamya
sistem biologi merupakan proses interaksi antar makhluk hidup
dan lingkungannya, yang akhimya menciptakan perubahan hidup
yang relatif stabil, disini identik dengan sistem politik dimana
kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa
kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Seperti
dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas input, throughput,
dan output, seperti ditunjukan pada Gambar 2.2 dibawah ini.

EnvironmentEnvironment

Demands

«—*

C-A Polit ical SystemO- *

Support

Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan Pendekatan Sistem Easton
(Sumber : Nugroho, 2008)

Dalam penelitiannya, Nugroho (2008) mengembangkan
model dasar sistem di atas menjadi proses kebijakan yang ideal,
dimana kebijakan publik mempunyai proses saling
mengembangkan dalam bentuk kontribusi nilai antar sub
sistemnya. Nilai yang dihasilkan dalam tahap perumusan
memberikan kontribusi pada tahap implementasi, sedangkan nilai
yang dihasilkan pada tahap implementasi memberikan kontribusi
pada tahap kineija kebijakan. Nilai yang dihasilkan di lingkungan
kebijakan memberikan kontribusi pada setiap tahap, baik
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perumusan, implementasi, maupun kineija. Pendekatan nilai ini
merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan
publik, dimana keberhasilan pada masing-masing tahap akan
mengontribusikan keberhasilan pada tahapan selanjutnya.
Demikian pula kegagalan pada masing-masing tahapan akan
mengontribusikan kegagalan pada tahapan selanjutnya. berikut ini
adalah gambaran dari proses kebijakan yang ideal seperti terlihat
pada Gambar 2.3

Proses Kebijakan

Evaluasi
KebijakanProses Politik

1
Isu Kebijakan

(Agenda
Pemerintah)

Formulas!
Kebijakan

Implementasi
Kebijakan

Kinerja
Kebijakan

L
Proses OutputInput

t • i

Lingkungan Kebijakan

Gambar 2.3 Proses Kebijakan Ideal Pengembangan teori Sistem Easton
(Sumber : Nugroho, 2008 )

Komponen Penvusun Kebijakan
Kebijakan memiliki format yang standar walaupun tidak

mengikat. Dokumen kebijakan meliputi komponen-komponen
penyusun sebagai berikut:

a. Pemyataan tujuan, yang menyimpulkan mengapa
organisasi mengeluarkan kebijakan dan dampak yang
diinginkan.

b. Pemyataan ruang lingkup dalam penerapanya, yang
menggambarkan siapa objek kebijakan dan tindakan apa
yang dilakukan oleh kebijakan.

2.5
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c. Tanggal efektif yang menunjukan kapan kebijakan mulai
dan berakhir ditetapkan.

d. Bagian penanggungjawab, menunjukan pihak-pihak dan
organisasi mana saja yang bertanggung jawab dalam
menjalankan kebijakan.

e. Pemyataan kebijakan bagian utama yang mencamtumkan
secara detail peraturan, persyaratan, atau modifikasi
terhadap perilaku organisasi yang ingin dicapai oleh
kebijakan.

Hierarki Kebijakan di Indonesia
Jenis kebijakan pemerintah di Indonesia diwujudkan

dalam bentuk tata peraturan perundang-undangan yang
diharapkan dapat memandu jalanya pelaksanaan kenegaraan,
pemerintah, perlindungan masyarakat, dan pembangunan
kebijakan pemerintah ditunjukan pada Gambar 2.4 berikut ini.

2.6

i

UUD 45

*
UU/PERPU

.
PERATURAN

PERMERINTAH

PERATURAN
PRESIDEN

PERATURAN
DAERAH

Gambar 2.4 Hierarki Kebijakan Indonesia Menurut
UU No.10/2004

(Sumber: Nugroho, 2008)
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2.7 Dampak dari Kebiiakan Publik
Dampak dari kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu :

Dampak yang Diinginkan
Tujuan dari suatu kebijakan secara umum dibuat
untuk menghindari dampak negatif yang telah
dikenali oleh organisasi serta sebagai alat untuk
mendorong dampak positif/ benefit dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.
Dampak yang Tidak Diinginkan
Setiap kebijakan pasti memberikan efek samping atau
konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh karena itu
kebijakan berusaha untuk memanipulasi lingkungan
yang mempengaruhi sebuah kebijakan dimana
lingkungan berupa sistem yang adaptif dan kompleks
(swasta, masyarakat, pemerintah) sehingga proses
formulasi kebijakan meliputi semua kemungkinan
dampak yang mungkin teijadi untuk memperkecil
efek samping ini, namun dalam realitas sulit untuk
menduga kemungkinan perubahan kondisi lapangan.

1.

2.

2.8 Analisa Kebiiakan Publik
Menurut Dunn (1996) dalam Nugroho (2008)

analisis kebijakan adalah aktivitas dan praktis yang ditujukan
untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan
mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses
kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan
yang menggunakan berbagai metode pengkajian dalam konteks
argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis
menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan. Sedangkan menurut Weimer & Vining (1999)
dalam Nugroho (2008) alasan dilakukan analisis kebijakan yaitu
(1) kegagalan pasar (market failure), diidentifikasi meliputi:
barang publik,ekstemalitas.monopoli natural, dan informasi yang
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asimetris, dan (2) kegagalan pemerintah (goverment failures).
Metode analisis kebijkan menggabungkan lima prosedur umum
yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yang
ditunjukan pada Gambar 2.5.

3IBDefinisi EvaluasiPrediksi Preskripsi DeskripsiA TATA VTA TA
Gambar 2.5 Proses Analisis Kebijakan

(Sumber: Nugroho, 2008)

1. Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi
yang menimbulkan masalah kebijakan.

2. Prediksi: menyediakan informasi mengenai konsekuensi di
masa mendatang dari penerapan altematif kebijakan,
termasuk jika tidak melakukan sesuatu.

3. Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai
konsekuensi altematif kebijakan di masa mendatang,

4. Deskripsi: menghasilakan informasi tentang konsekuensi
sekarang dan masa lalu dari diterapkanya altematif kebijakan.

5. Evaluasi : Kegunaan altematif kebijakan dalam memecahkan
masalah.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin
ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat
deskriptif, evaluatif dan perskriptif, oleh karena itu analisis
kebijakan menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu :
1. Nilai, dimana pencapaiannya merupakan tolak ukur utama

menilai suatu masalah sudah teratasi.
2. Fakta, yang keberadaanya dapat membatasi atau

meningkatkan pencapaian nilai-nilai
3. Tindakan, yang penerapanya dapat menghasilkan pencapaian

nilai-nilai.
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Untuk menjawab ketiga pertanyaan diatas dapat
dilakukan salah satu atau kombinasi pendekatan dibawah ini,
yaitu empiris, valuatif dan normative, seperti terlihat padaTabel
2.1.

Tabel 2.1 Pendekatan Analisis Kebijakan
( Sumber : Nugroho, 2008)

Tipe Informas iPertanvaan UtamaPendekatan

Adakah dan akankah (fakta) Deskriptif dan
preskriptif

Empiris

Apa manfaatnya (nilai) EvaluatifValuatif
PreskriptifApakah yang hams diperbuat

(aksi)
Normatif

Reeulatorv Impact Analysis (RIA)

Metodologi RIA pada awalnya merupakan metodologi
kebijakan yang secara luas digunakan di negara-negara
Organisation for Economic Co-operation (OECD). Tahun 1995
merupakan tonggak sejarah RIA dimana negara OECD mengakui
pentingnya meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang
diakomodasikan dalam bentuk RIA. Berikut ini umtan-urutan
yang sistematis dari siklus kebijakan RIA :

(1) Memmuskan masalah,
(2) Mengidentifikasi tujuan,
(3) Menyusun altematif penyelesaian masalah,
(4) Analisis manfaat dan biaya,
(5) Konsultasi stakeholder memilih altematif terbaik
(6) Strategi implementasi.
Disamping untuk tujuan penyusunan kebijakan RIA juga

dapat dilakukan untuk menganalisa sebuah kebijakan. Dalam
penelitian ini RIA digunakan sebagai dasar untuk pemetaan
kebijakan demand side yang mempengaruhi penciptaan lapangan
kerja dan peluang usaha. Berikut ini detail dari langkah-langkah

2.9
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RIA berdasarkan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor
Sektor Publik STAN (2007) dan Manual Training RIA (2009) :

Merumuskan Masalah
Analisis atas suatu regulasi dimulai dengan merumuskan

permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penerbitan regulasi.
Dalam hampir semua kasus, penerbitan regulasi ditujukan untuk
menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, untuk dapat
mengetahui apakah regulasi tersebut baik atau tidak, terlebih
dahulu harus dilakukan permusan masalah. Dalam tahap ini,
pembuat regulasi menjelaskan masalah yang mendasari
pemerintah perlu menertibkan regulasi. Pertanyaan yang perlu
dijawab dalam tahap ini adalah : Apakah masalah yang ingin
diselesaikan? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-
benar atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang
lebih mendasar? Apa akar penyebab timbulnya masalah?
Bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait)
terhadap masalah tersebut.

1.

2. Mengidentifikasi Tujuan
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin

dicapai dari penerbitan suatu regulasi. Dalam beberapa kasus,
sasaran suatu regulasi adalah untuk menyelesaikan yang sudah
diidentifikasi pada tahap pertama di atas. Namim ada kalanya,
suatu masalah cukup rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya
dengan satu tindakan (regulasi) saja. Dalam keadaan demikian,
regulasi dibuat hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari
masalah yang dihadapi. Oleh karena itu harus diidentifikasi
tujuannya. Hal yang harus diketahui adalah : Apa tujuan (sasaran)
menertibkan regulasi? Apakah sasaran regulasi tersebut untuk
menyelesaikan sebagaian atau seluruh permasalah yang dihadapi?
Selain itu, harus diketahui juga apakah regulasi tersebut konsisten
dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Menyusun Alternatif
Pada tahap ini dilakukan pengembangan altematif

tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
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(sasaran) yang telah diidentifikasi. Fokus analisis dalam tahap ini
adalah melihat apakah seluruh opsi (altematif tindakan) yang
tersedia telah dipertimbangkan secara baik. Hal lain yang harus
diperhatikan adalah apakah terdapat cara (altematif tindakan) lain
yang lebih baik dan lebih jelas yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan. Dengan melihat berbagai altematif penyelesaian
masalah, dapat dibandingkan dan dipertimbangkan altematif
mana yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Altematif tidak melakukan apa-apa (do nothing) juga menjadi
salah satu opsi yang hams dipertimbangkan.

4. Analisis Manfaat Biaya
Pada tahap ini dilakukan assesment atas manfaat dan

biaya (keuntungan dan kemgian) untuk setiap opsi atau altematif
tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah,
masyarakat. konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara
keseluruhan. Beberapa pertanyaan yang hams dijawab pada tahap
ini adalah :

A. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) regulasi dalam
prakteknya ?
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan diskusi
dengan pihak-pihak yang terpengamh oleh regulasi dan
melakukan pengumpulan data.

B. Manfaat apa saja yang diperoleh dari regulasi tersebut ?
• Apakah membuahkan hasil (manfaat) sesuai dengan yang

diinginkan ?
• Apakah menghasilkan manfaat lainnya ? jika ya, apa

manfaaf tersebut ?
C. Biaya (dampak) apa saja yang timbul dari implementasi

regulasi tersebut ?
Biaya (dampak) apakah yang hams ditanggung oleh
pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan
ekonomi secara keseluruhan ?

D. Apakah manfaat regulasi lebih besar dari biayanya ?
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Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi
tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan
manfaat dari opsi tersebut, tahap selanjutnya adalah memilih
opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan
menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
Dalam tahap ini hams dipastikan bahwa semua benefitslcost
sudah dibandingkan dan memilih opsi yang paling efisien
dan efektif.

Konsultasi Stakeholders untuk Memilih Alternatif
Terbaik
Regulasi

dikomunikasikan kepada para stakeholders, temtama bagi
pelaksana yang menjalankan regulasi di lapangan. Konsultasi ini
dilakukan dari mulai tahap awal perumusan regulasi sampai
dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi.
Dalam langkah-langkah RIA yang digunakan, konsultasi publik
sudah mulai dilakukan pada tahap identifikasi masalah.
Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah
permasalahan yang ditangani mempakan masalah yang tepat.
Selain itu konsultasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi
terhadap masalah yang dihadapi dengan persepsi stakeholders.
Konsultasi pada tahap menyusun alternatif bertujuan untuk
mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih dan
untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak.
Dalam tahap analisa manfaat-biaya, konsultasi terutama bertujuan
untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kemgian atau
kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, serta untuk
mendapatkan konfirmasi apakah biaya atau manfaat yang
diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

5.

seharusnya terus-menerussecara

6. Strategi Implementasi
Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah

merumuskan strategi untuk mengimplementasikan regulasi di
lapangan. Strategi implementasi mencakup mekanisme
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sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta altematif insentif
dan mekanisme sanksi, berikut gambar 1.6 tentang tahapan RIA.

Taliap 1
Mi'fnmwkan Maiabli

*
MenfiidentihkiiMlapna

I
Tahap3

KleumiffiAJleniaW

Tahap 4
Attfca KJanfcat dan Blava

*Tahap 5
unhMdmIktnk hlmMAJteimnfl#ba&

Tahap 6
Stwteai ImjtlcniculM

Gambar 2. 6 Tahapan RIA
(Sumber : Hauerstein & Bissegger, 2009)

2.10 Regulatory Mapping (RegMAP)
RegMAP merupakan sebuah software untuk memetakan

dan mengkaji regulasi-regulasi yang diciptakan SENADA.
SENADA adalah sebuah proyek yang didanai USAID yang
bekeija sama dengan BAPPENAS dimana software ini
mengaplikasikan nilai-nilai RIA dalam metodologi pengeijaanya.
Berikut proses analisa kebijakan menggunakan RegMAP.
Langkah umum dalam melakukan analisi kebijakan RegMAP
berbasis RIA adalah (1) Menetapkan Parameter dan Ruang
Lingkup Analisis, (2) Menyusun Inventaris Regulasi, (3)
Menetapkan Saringan RegMAP, (4) Menganalisa hasil dan
Laporan RegMAP.
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Tahap 1: Menetapkan Parameter dan Ruang lingkup Analisis
Pada tahap awal akan ditetapkan ruang lingkup dan fokus

analisa. Dimana dapat diperkirakan sumber daya yang akan
diperlukan sesuai dengan kebutuhan proses analisa. Dalam tahap
satu ini dijabarkan langkah-langkah terperinci sebagai berikut :
Langkah 1. Identifikasi Permasalahan yang akan menjadi fokus

utama dari analisa.
Langkah 2 Menetapkan Ruang lingkup regulasi yang akan

dilakukan penelitian.
Langkah 3 Identifikasi fokus tematik dan daerah.
Langkah 4 Menentukan Sumber daya yang diperlukan.

Tahap 2: Menyusun Inventaris Regulasi
merupakan tahap pengumpulan

regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan fokus permasalahan
yang akan dilakukan dalam penelitian. Sumber-sumber data yang
dapat di akses meliputi situs-situs resmi pemerintah, ataupun
organisasi yang berkompeten untuk mengeluarkan database
kebijakan yang diakui kebenaranya. Peraturan juga harus masih
berlaku (peraturan aktif) yang dimasukan dalam database
inventaris kebijakan.

Tahap mi

Tahap 3: Menetapkan Saringan RegMAP
Tahap ini merupakan tahap yang digunakan sebagai dasar

untuk mengambil keputusan lebih lanjut untuk memberi
rekomendasi kebijakan. Saringan RegMAP terdiri dari tiga
langkah terperinci sebagai berikut :
Langkah 1. RegMap singkat merupakan langkah pertama untuk
menyaring database regulasi yang ditetapkan menjadi kondidat
regulasi yang bermasalah. Penyaringan dalam langkah RegMAP
singkat ini terdiri atas tiga pemyataan utama. Dimana masing-
masing pemyataan mencakup sebuah komponen utama RIA yaitu
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a. Dasar hukum -> Peraturan tersebut telah sesuai dan
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
terkait.

b. Kepentingan Peraturan tersebut diperlukan dan
bermanfaat bagi masyarakat.

c. Kepatuhan -> Strategi-strategi untuk melaksanakan
peraturan telah dipikirkan secara matang.

Langkah 2. RegMAP Lengkap merupakan langkah yang
dititikberatkan untuk menilai kualitas peraturan secara lebih
terperinci dengan lebih banyak menggunakan unsur-unsur RIA
guna meminimalisir regulasi-regulasi yang paling bermasalah.
Aspek-aspek yang dipertanyakan dalam RegMAP lengkap ini
meliputi :

a. Keabsahan Apakah justifikasi hukum peraturan
tersebut memadai?

b. Tujuan -> Apakah peraturan tersebut memiliki tujuan
sah yang melindungi

c. Alternatif -> Apakah peraturan tersebut merupakan yang
terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang tersedia?

d. Ketepatan sasaran Apakah peraturan tersebut
berdampak pada kelompok-kelompok sasaran yang
dituju, atau apakah peraturan tersebut memilki akibat-
akibat yang tidak diinginkan?

e. Komunikasi -> Apakah peraturan tersebut ditulis dengan
jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh para warga?

f. Kepatuhan -> Apakah penegakan peraturan telah efektif
dan sesuai, dan mendorong adanya kepatuhan?

g. Dampak Apakah manfaat dari peraturan tersebut lebih
besar daripada biaya yang muncul dan harus ditanggung
(matriks mafaat biaya)?

kepentingan umum?

Langkah 3. konsultasi stakeholder menggunakan MCA dapat
dilakukan dengan melakukan konsultasi dengan pemangku
kepentingan ataupun orang yang dianggap mengerti



22

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dari
konsultasi ini untuk mempertajam temuan-temuan regulasi yang
dianggap bermasalah pada langkah RegMAP singkat ataupun
RegMAP lengkap dengan cara mengisi kartu skor MCA. Skor
MCA berfokus pada kepentingan dalam dua bidang: (1) Dampak
ekonomi dari atau sejumlah peraturan, dan (2) Kelayakan atau
kemudahan politik untuk mengambil tindakan atas peraturan
tersebut.

Tabap 4: Menganalisa Hasil dan Laporan RegMAP
Dalam menganalisa hasil dan laporan RegMAP,

menghasilkan nilai total untuk peraturan berdasarkan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga laporan tersebut
mengindikasikan apakah peraturan tersebut bermasalah atau tidak
serta penjelasan yang mendukung. Skor yang rendah
mengindikasikan peraturan/kebijakan tersebut bermasalah dan
direkomendasikan untuk dicabut, sehingga skor tersebut juga
menjadi dasar sebagai arah rekomendasi. Adapun alur RegMap
dapat dilihat pada Gambar 2.7

Tahap 1

Menetapbffl Paiameiei

Tahap 2

khinw Inventaro

Tahap 3

fVueliipaH Pcnyanng RtgMAP

Tahap 4

Hasil (tan Auali.<i

Gambar 2.7 Alur RegMAP
(Sumber : Ray & Efrulwan, 2009)
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2.11 Analytical Hierarchy Process (AHP)
AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan suatu

model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L.
Saaty. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria
yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1980),
hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah
permasalahan yang komplek dalam suatu struktur multi level
dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti oleh level
factor, kriteria, sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level
terakhir dari alternative. Dengan hirarki, suatu masalah yang
komplek dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang
kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki, sehingga
permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP
digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang
komplek atau tidak berkerangka dimana data dan informasi
statistic dari masalah yang dihadapi sangat sedikit atau lebih
bersifat kualitatif, didasarkan atas persepsi, pengalaman, dan
instuisi. Sehingga permasalahan yang ada dapat dirasakan dan
dicermati, namun kelengkapan data numerik tidak menunjang
untuk memodelkan permasalahan secara kuantitatif.

Saaty (1986), menyebutkan beberapa kelebihan dari
metode AHP yaitu :

1. Kesatuan (Unity)
AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak
terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan
mudah dipahami.

2. Kompleksitas (Complexity)
AHP memecahkan permasalahan yang komplek melalui
pendekatan system dan pengintegrasian secara deduktif.

3. Saling ketidaktergantungan (.Interdependence )
AHP dapat digunakan pada elemen-elemen system yang
saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear.

4. Struktur hirarki ( Hierarchi Structuring)
AHP memiliki mewakili pemikiran alamiah yang
cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level
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yang berbeda dan masing-masing level berisi elemen
yang serupa.

5. Pengukuran (Measurement)
AHP menvediakan skala pengukuran dan metode untuk
mendapatkan prioritas.

6. Konsistensi (Consistency)
AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam
penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

7. Sintesis (Synthesis)
AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai
seberapa diinginkannya masing-masing altematif.

8. Trade Off
AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor
pada sistem sehingga orang mampu memilih altematif
terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9. Penilaian dan (Consensus (Judgement and Consensus)
AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus tapi
menggabungkan penilaian yang berbeda.

10. Pengulangan Proses ( Process Repetition)
AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari
suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta
pengertian mereka melalui proses pengulangan.
Disamping memiliki kelebihan, metode ini juga

memiliki kelemahan yaitu ketergantungan model AHP pada input
utamanya yaitu persepsi seseorang “ahli” sehingga dalam hal ini
melibatkan subyektifitas sang “ahli” selain itu juga model
menjadi tidak berarti jika “ahli” tersebut memberikan penilaian
yang keliru. Aplikasi dan penggunaan AHP sangat luas, misalnya

1. Merangking multiple alternative
2. Analisa sensitifitas
3. Formula strategi
4. Analisa manfaat biaya
5. Alokasi sumber daya
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Review Penelitian Sebelumnva
Saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan

mahasiswa dengan mengangkat tema analisa kebijakan, tetapi
beberapa kajian pemerintah yang membahas permasalahan analisa
kebijakan seperti yang dilakukan Ray & Efrulwan (2009) . Ray &
Efrulwan mengangkat tema melembagakan reformasi peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini fokus terhadap
permasalahan apa saja yang teijadi dalam perundang-undangan di
Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah. Hasil dari kajian ini
berupa daftar masalah generik yang teijadi di indonesia yang
berkaitan dengan lima objek penelitian yaitu suku cadang
kendaraan bermotor, mebel, garmen, alas kaki, mebel dan
kerajinan. Disamping itu ada Weiser (2009) mereka menganalisa
tentang kebijakan-kebijakan terpilih apa saja yang menjadi
kewenangan departemen perindustrian. Hasil kajian ini berupa
evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeiuarkan
oleh departemen perindustrian. Ballantin & Devonald (2006)
mengangkat tema penerapan R1A dalam bidang kebijakan yang
berkaitan dengan toxicology dan pharmacy, Hasil dari penelitian
ini adalah penekanan pentingnya reformasi kebijakan/peraturan
yang berkaitan dengan toxicology dan pharmacy.

2.12
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( Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka
metodologi penelitian pada gambar 3.1. Metodologi eenelitian
ini berguna sebagai acuan penelitian sehingga dapat beijalan
secara sistematis, sesuai dengan tujuan dan waktu penelitian.
Berikut ini adalah langkah secara keseluruhan untuk penelitian
“Evaluasi Kebijakan Yang Mempengaruhi Penciptaan
Lapangan Keija Dan Peluang Usaha Di sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoaijo ” :

3.1 Tahap Pengidentifikasian Masalah
Pada tahap ini, terdiri atas langkah-langkah penelitian

sebagai berikut :
3.1.1 Sentra UMKM Komponen Otomotif Ngingas Waru

Sidoario
Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi mengenai

kondisi existing pengaruh regulasi terhadap penciptaan
lapangan keija dan peluang usaha. Hal yang perlu
diindentifikasi di awal yaitu mengenai gambaran tentang
sistem yang ada, seperti stakeholder yang berperan dalam
kondisi existing, permasalahan-permasalahan yang teijadi, dan
hal-hal lain lain yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh
gambaran umum penelitian tugas akhir ini. Tahap identifikasi
kondisi existing ini dilakukan melalui data sekunder berupa
dokumen pemerintah dan data primer berupa wawancara
dilapangan.
3.1.2 Perumusan Masalah

langkah
selanjutnya adalah menetapkan perumusan masalah.
Perumusan masalah ini yang akan menjadi fokus penelitian,
dimana setelah mengetahui kondisi existing ditemukan
beberapa permasalahan yang teijadi yaitu bagaimana
mengevaluasi serta memberikan rekomendasi variabel
kebijakan pemerintah yang paling mempengaruhi penciptaan

Setelah mengetahui kondisi existing,

27
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lapangan keija dan peluang usaha dengan studi kasus Sentra
UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoaijo.

3.1J Perumusan Tuiuan
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat

dirumuskan tujuan dari penelitian tugas akhir ini. Perumusan
tujuan ini yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang
teijadi terhadap kondisi existing pengaruh regulasi terhadap
penciptaan lapangan keija dan peluang usaha.

3.1.4 Studi Literatur
Studi literatur merupakan pengkajian terhadap literatur

buku, jumal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini dimaksudkan
untuk memahami permasalahan dan tujuan dari penelitian.
Pengkajian literatur berupa buku-buku, jumal ilmiah dan
artikel untuk menentukan konsep dan teori mana yang
digunakan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan
dan tujuan serta dapat memahami lebih mendalam mengenai
konsep dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini,
literatur yang digunakan antara lain adalah jumal, buku-buku,
dan referensi lain yang berkaita dengan konsep regulatory
impact analysis, regulation mapping, kebijakan publik, dan
beberapa metode lain yang mendukung. Dalam studi literatur
ini, peneliti juga berdiskusi dengan dosen pembimbing
berkaitan dengan konsep-konsep teori yang sesuai dengan
penelitian.
3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Secara garis besar tahap pengumpulan dan pengolahan
data ini terbagi menjadi tahap pengumpulan database regulasi
dan Penyusunan RegMap Lengkap.

3.2.1 Menvusun Database Regulasi
Merupakan tahap pengumpulan regulasi-regulasi yang

berdasarkan aspek yang paling berpengaruh terhadap
kebehasilan UMKM yang didapat dari hasil konsultasi
stakeholder dan konsultasi expert.
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3.22 Menvusun RegMap Lengkap
Merupakan tahapan pokok dalam pengolahan data

yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.
Bagian ini terbagi atas dua tahapan yaitu konsultasi expert
terkait dengan penyusunan kategori pemyataan dan kriteria
pendukung RegMAp Lengkap dan konsultasi expert terkait
dengan pengisian RegMap Lengkap.

33 Tahap Analisa dan Penarikan Kesimpulan
Tahapan ini terdiri dari analisa dan interpretasi hasil

kajian serta tahap terahkir yaitu kesimpulan dan saran.
3.3.1 Analisa dan Interpretasi

Hasil yang didapat dari simulasi selanjutnya dianalisis
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapakan dalam penelitian
ini yaitu :

1. Mengevaluasi salah satu aspek kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi penciptaaan lapangan keija dan
peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif
Warn Sidoaijo.

2. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakaan negatif
untuk dilakukan perbaikan agar mendukung
penciptaan lapangan keija dan peluang usaha.

33.2 Kesimpulan dan Saran
Ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian. Dari

hasil analisa maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian
dan dapat memberikan saran-saran untuk perusahaan
berdasarkan hasil penelitian.
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BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada Bab IV ini akan dibahas tahap pengumpulan dan
pengoiahan data. Secara umum, data yang dikumpulkan pada
penelitian ini adalah data sekunder dan data dan hasil wawancara
pada pihak yang terkait. Dengan objek penelitian, yaitu evaluasi
kebijakan yang mempengaruhi penciptaan lapangan keija dan
peluang usaha di Sentra UMKM Komponen Otomotif Warn
Sidoaijo. Data kemudian diolah dengan bantuan tools RegMap.
RegMap ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah regulasi
bermasalah atau tidak berdasarkan tujuh kategori pemyataan
RegMap beserta kriteria pendukungnya.

4.1 Identifikasi Stakeholder Sentra UMKM Komponen
Otomotif Waru Sidoario

Identifikasi Stakeholder ini dilakukan untuk mengetahui
elemen-elemen yang terlibat didalam sentra UMKM tersebut.
Baik pelaku inti dan pelaku pendukung yang terlibat.

4.1.1 Stakeholder Sentra UN M Komponen Otomotif diIS
Waru Sidoario
Stakeholder atau pemangku kepentingan dari sentra

UMKM adalah seluruh elemen yang ikut berperan dalam rantai
proses dari hulu hingga dikonsumsi oleh konsumen. Dimana
stakeholder ini merupakan kelompok target intervensi yang dapat
dipengaruhi pemerintah melalui peraturan.

Berikut ini merupakan penjelasan stakeholder yang
terkait dalam Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoaijo

1. Industri (pelaku) inti adalah industri-industri yang mengolah
bahan baku menjadi bahan jadi, mulai dari hulu sampai ke
hilir. Adapun daftar industri inti yang dilakukan observasi
pada penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 4.1

31
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Tabel 4.1 Industri Inti sentra UMKM Komponen Otomotif Waru
Sidoario

Ahmal Nama Penult TclpNo Nama PausahaanT Jam Produk Jumbfc lenaga
tow

Sbobcfam 719160251 Sdatan WaruLane*Java, CV 1015 Hkomponen Mobil 1>5
031-H Machfud Ahkompooai Mobd >20 5>10 Jl- Kgmgas Lor 77,W«ni2 Mamli, UP

5>10komponen Mobil 15>20 h Abdul Malik 031-Tl CV Jl Utoi 45, Waru3
•'•fl1S>20 15>20komponen MoM VI / 22 H Sur*o4 Barokah Java, UD

lobkomponen Mob* T>5JD IV / 7. Wan.
JL Koeksan

M Chita.
HijaOtaf

031-Jl
komponen Mobil 15>20 1015 031-6 Oktavio Metai, CV

1$>21 1015komponen Mobilwar Abadi. UD Jl Kol Sugnao Na 69, Ware IT. Mupono 031-7
komponen Mobil 1015 5>10 031-8530150Jaya Abadi, UD Jl. KoL SqpoPoGg M. Kaab8

1>5 n NgmgM Sefattn Gg Ti M.SyiffiDrapad Ihhi, UD komponen MoM 10159

2. Industri (pelaku) pendukung adalah stakeholder yang
bersifat mendukung proses produksi dari pelaku inti, baik
dalam mensuplai bahan baku, memasarkan produk hasil
olahan maupun melakukan pengembangan-pengembangan
lainnya, yang terdiri dari :

a. Industri supplier bahan baku utama dan bahan baku
pembantu.

b. Industri atau insitusi bergerak di bidang distribusi
dan pemasaran.

Adapun daftar industri pendukung yang akan dilakukan
observasi pada penelitian ini pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Industri Pendukung Sentra UMKM Komponen Otomotif
Waru Sidoario

Mm*Nama Peresahta m
Jl Kd Sugmo RT.4 RW. I
Nanas Ware

M Qodm 031-8547756I1 Km Motor, UD

Jl KdonenSugonpWwu H Mustafa 081-21616225Suppler bdrabdai I2
031- 8544181Jl Kd SugoioNo. 4, Waru H. Iraron153 Azzam Java,CV Suppler mean

Jl Kol Sugmo RT.4 RW I NurHidayat 081-5532540WDstrialor pratt 24 Nir Hihyat, UD

3. Pemerintah, adalah Institusi di daerah yang merupakan unit
teknis implementasi kebijakan ataupun regulasi yang terkait
UMKM, berikut adalah daftar instansi pemerintah yang
dilakukan observasi pada penelitian ini seperti terlihat pada
Tabel 4.3
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Tabel 4.3 Perwakilan Pemerintah Dalam Sentra UMKM Komponen
Otomotif Waru Sidoaijo

Nara Sumber JabalanNo. Atamat HPNama instansi
Dies koperasi UKM. Pemdustrnn
Perdagangan dan EaergjSmber
Dava Mineral

Jalan Jaksa Aguag
RSupraptoNo. 9

IhuMab Kjpati Seksi 081-357697337
1 lndusln

Siteno
Badan Pebyan Penman Terpadu
kabupalep Sakaujo

Jalan Pabfawan No. 141 BapakAadi Repab Briang
Penpnan llsaha

081-3312854502
Sadoaqo

4. Institusi pendukung dan organisasi selain pemerintah, antara
lain adalah :

a. Lembaga Keuangan, yang selama ini telah banyak
menyediakan jasa untuk modal industri baik UMKM
maupun industri besar.

b. Lembaga Fasilitator, yang mendukung kualitas SDM baik
dengan memberikan pelatihan ketrampilan maupun
pemahaman teknologi baru dibidang industri komponen
otomotif.

Adapun daftar institusi pendukung non pemerintah yang
dilakukan observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Perwakilan Lembaga Non Pemerintah di Sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoarjo

Abmat Nara Sumber JabeNama Instansi HP
Koperasi WaraBuana Jalan Ngingas No. 29

Warn Sidoaijo
BapakHusen Manajer 081-83760571

LPB Mira Bersama Jalan Koionel Sugjono
No.l6Sidoario

ketuaLPB 081-7030835992

5. Masyarakat sekitar industri, yaitu masyarakat yang berada
dilingkungan sekitar Sentra UMKM Waru Sidoaijo. Dimana
mereka secara langsung menerima dampak positif maupun
negatif dari beroperasinya industri.
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42 Identifikasi Variabel yang Mempengaruhi
Keberhasilan UMKM
Setelah mengetahui gambaran kondisi sistem sentra

UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoaijo. Tahap selanjutnya
adalah mengidentifikasi variable yang berpengaruh terhadap
kemajuan UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah
teridentifikasi 10 variabel yang berpengaruh terhadap
keberhasilan UMKM (Jumal Koperasi & UMKM Vol 1, 2006).

Kesepuluh variabel ini selanjutnya akan dijadikan dasar
untuk melakukan konsultasi dengan stakeholder. Hasil dari
konsultasi lapangan tersebut dijadikan dasar dalam membangun
database regulasi. Selanjutnya digunakan sebagai fokus
permasalahan kebijakan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
Sepuluh variabel tersebut antara lain:

1. Variabel Permodalan
Variabel permodalan merupakan hal yang sangat penting
dalam mempengaruhi kapasitas produksi suatu UMKM.
Variabel permodalan ini berkaitan dengan kemudahan
UMKM dalam mengakses permodalan/perkreditan baik
dari segi persyaratan pengajuan, suku bunga, dan waktu
tunggu pencairan.

2. Variabel Tenaga Kerja
Variabel tenaga kerja merupakan faktor utama yang
menentukan jalan atau tidaknya suatu UMKM. UMKM
adalah industri yang cenderung padat karya sehingga
kebutuhan akan tenaga keija juga sangat penting.
Variabel tenaga keija yang dimaksud adalah kemampuan
UMKM untuk mengatasi turnover karyawan serta
kemudahan untuk mendapatkan tenaga keija pengganti.

3. Variabel Inovasi dan Teknologi
Variabel inovasi dan teknologi merupakan kemampuan
UMKM mengembangkan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan produktivitas keija. Dengan
kemajuan zaman yang begitu cepat, inovasi mutlak
diperlukan untuk daya saing. Ditambah dengan adanya



35

AFTA sehingga variabel inovasi dan teknologi ini sangat
penting untuk diperhatikan dalam sentra UMKM Warn
Sidoaijo.

4. Variabel Pemasaran
Variabel Pemasaran adalah kemampuan UMKM dalam
mengembangakan pasar serta mendapatkan informasi
mengenai kondisi pasar sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan. Hal ini dikarenakan selama ini ruang pasar
yang dimasuki oleh produk UMKM lebih mengarah pada
pasar lokal daripada pasar global.

5. Variabel Manajemen Usaha
Variabel Manajemen usaha merupakan kemampuan
UMKM dalam merencanakan, mengontrol serta
memutuskan pengembangan usahanya masing-masing.
Serta peningkatan kemampuan dalam berwirausaha
sehingga untuk ke depan usaha yang dijalankan lebih
sistematis, terencana dan dapat bersaing dengan
kompetitor.

6. Variabel Ketersediaan Bahan Baku
Variabel ketersediaan bahan baku merupakan
kemampuan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan bahan
baku. Variabel ini penting dalam proses UMKM karena
bahan baku merupakan sumber utama dari proses
produksi suatu UMKM. Khususnya sentra UMKM Waru
yang bahan bakunya terbesar adalah besi dan baja.
Dimana saat ini belum bisa diproduksi sendiri oleh
UMKM Waru sehingga masih tergantung oleh
perusahaan besar.

7. Variabel Kondisi Sosio Ekonomi
Variabel kondisi sosio ekonomi merupakan kemampuan
UMKM untuk beradaptasi dilingkungan tempat usahanya
masing-masing. Selama ini tempat usaha UMKM
cenderung tidak dalam kawasan yang diperuntukan untuk
berusaha /industri. Sehingga sering terjadi konflik serta
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kemampuan bertahan terhadap kondisi perekonomian
yang mempengarahi UMKM.

8. Variabel Legalitas Usaha
Variabel legalitas usaha merupakan kemampuan UMKM
dalam mengakses legalitas usaha yang diwajibkan.
Karena kondisi variabel hukum yaitu legalitas usaha,
yang dimiliki oleh UMKM saat ini belum diberikan
perhatian yang besar. Padahal telah diketahui bahwa
variabel pelegalan usaha akan mempengaruhi besamya
peluang mendapatkan pinjaman dari bank.

9. Variabel Sarana dan Prasaranan.
Variabel sarana dan prasarana merupakan kemampuan
UMKM dalam memanfaatkan infrastruktur yang tersedia
guna mendukung proses kegiatan usahanya. Sehingga
dapat diketahui apakah masih terdapat pemasalahan yang
diaiami UMKM terkait infrastuktur yang selama ini
menghambat proses usahanya.

10. Variabel Keamanan
Variabel keamanan terkait kondisi keamanan yang
mempengaruhi kelancaran proses usaha UMKM.
Keamanan yang disebabkan proses politik ataupun
pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak
berwenang.
Konsultasi Stakeholder
Pada tahap konsultasi stakeholder ini dilakukan dengan

metode wawancara dengan narasumber pemilik industri,
pungurus lembaga non pemerintah, dan pejabat pemerintah
terkait. Permasalahan yang diaiami selama ini berdasarkan
kesepuluh variabel terkait kriteria keberhasilan UMKM tersebut.
Tabel 4.5 menunjukan rekapitulasi konsultasi stakeholder dan
narasumber yang diwawancarai dan Gambar 4,1 menampilkan
histogram rekapitulasi konsultasi stakeholder.

43
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Modal
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Gambar 4.1 Rekapitulasi konsultasi stakeholder

4.4 Pengumpulan Peraturan Perundangan Terkait
Periiinan UMKM di Kabupaten Sidoario
Setelah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi

keberhasilan UMKM dan konsultasi dengan pemangku
kepentingan, didapatkan variabel yang paling berpengaruh
dengan keberhasilan UMKM di Want sidoaijo yaitu variabel
legalitas. Legalitas memiliki efek besar terhadap variabel lainya.
Sehingga penelitian ini fokus mengevaluasi peraturan terkait
dengan legalitas usaha, yang mempengaruhi penciptaan lapangan
keija dan peluang usaha. Pengumpulan regulasi legalitas usaha
dilakukan dengan berkonsultasi kepada pejabat berwenang di
kabupaten Sidoaijo. Setiap izin usaha memiliki dasar peraturan
yang jelas, sehingga pengumpulan database regulasi ini
didasarkan atas dasar hukum yang digunakan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoaijo.
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Konsultasi stakeholder
Permasalahan

Faktor Internal Faktor Ekstemal
Kondisi

; Sosio
Ekonom

Nara Sumber Status Inovasi &
Teknotog

Nana ReipondenNo Sarana dan
Prasarana

Manajemen Ketcrsechaan
bahanbaku

LegalitasTenaga KeamananModal Pemasaran UsahaKerja Usaha
1

i

Pemilik 1 11 11ShobchmLancar Jaya, CV
H. Machfud Ali Pemilik 111 1Mamli, UP

11Ir. Abdul Malik IPemilik 1Trilaksana. CV
11PemilikH. Suyoto

EChflmi
Barokah Java, UP

11Pemilikkaiva Motor. UP
lHaiirOktrf 1 1[PemilikOktavio Metal CV

1 1l 11'emihkllr. MuponoSinar Abadl UP
1 11M kaab iPemikJava Abadi, UP

11IM. Syaffi PemilikDrajad Dahl UP
IM. Qodim 11PemilikKumia Motor, UP10

Ik Mustofa l 1pemilik 1Primabuana. UP
Ik Imron PemilikAzzamJaya, CV12

NurHidayat 1PemilikNUT Hidayat, UP13
1K Dinas Koperasi, UKM, Perindag, ESDM Sid Ibu Mala

u Badan Pelayan Periilnan Kabupaten SidoarjiBapak Andl
16 LPB Mitra Bersama Warn

11KasiDra-s
1[Kepala Bidang 1

1 lBapak Jhon Hardy iKetuaLPB 1 l
ll lManager Koperasi 1Koperasi Warn Buana Putra Ngingas. Warn Bapak Husen17
5 36 3 95 3 4 5 4'* .Total Score
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Prosedur perijinaan usaha di Kabupaten Sidoaijo secara
umum dilakasanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
(BPPT) Kabupaten Sidoaijo. Proses permohonan masuk sampai
dengan penerbitan surat keputusan digambarkan seperti pada
Gambar 4.2 berikut ini.

Customer Service
1 Nlenenmi Berkas

Penaohcnac
2 MenveiahkanSK

Pemohon
<=

*V
4 Kepala BPPT

1 TandatanganSK
Kepala Bidang

1 MtnelitiKeabsahanbfrkas
2 PcninjauaD Lapangan
3 Koordisasi dengaa dinas teifcah
4 Ptrhjningan. penetapan

pemungutan
5 PembutanBAP
6 PcnabuatandraflSK

Pembayaran
*

Retribusi

Gambar 4.2. Skema Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoaijo
Sumber: (BPPT, 2009)

Tahapan Pengurusan Perijinan merupakan langkah-
langkah yang harus ditempuh oleh UMKM untuk memenuhi
kewajiban pengurusan perijinan. Hal ini diperlukan untuk
mendapatkan legalitas usaha yang dijalankan, khususnya UMKM
di bidang komponen otomotif. Penjelasan langkah-langkah
(urutan) perijinan UMKM dan data yang diperlukan untuk
memperoleh legalitas usaha di Kabupaten Sidoaijo dapat dilihat
pada Gambar 4.3.
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IMB rumah tinggal

SIUP
Sektor Perdagangan

Tanda Daftar
Perasahaap TDPPemohoni'UMKM)

IUI.TD1(seklor
Industri)

Ijin Gangguan (HO)

Gambar 4.3 Pengurusan Perijinan UMKM di Kabupaten Sidoaijo
Sumben (BPPT, 2009)

Setelah mengetahui mekanisme perijinan usaha serta
tahapan pengurusan perijinan di Kabupaten Sidoaijo. Diketahui
bahwa terdapat setidaknya lima perijinan yang haras dimiliki oleh
UMKM untuk mendapatkan legalitas berusaha. Salah satu
persyaratan usaha yaitu IMB rumah tinggal dimana sudah dimilki
ketika UMKM belum memulai usaha. Karena rata-rata pelaku
usaha menjalankan usahanya diramah masing-masing. Dalam
penelitian ini tidak membahas masalah IMB rumah tinggal.
Namun membahas ke empat izin lainya yang saling terkait. Tabel
4.6 merapakan dasar hukum peraturan dikeluarkanya perijinan
diatas. Peraturan ini didapat dari BPPT Kabupaten Sidoaijo
sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan perijinan di
Kabupaten Sidoaijo.
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Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legal itas Usaha
Sumber : (BPPT, 2009)

No] Karakteristik Keterangan
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2008

Judul Peraturan1

Jenis Peraturan Undang-Undang
Usaha mikro, kecil, dan menengahIsu terkait
Merupakan Undang-undang tertinggi
terkait dengan usaha mikro, kecil dan
menengah dimana muatan utama yang
diatur terkait dengan pemberdayaan
UMKM salah satunya terkait dengan
perizinan usaha

Muatan Utama

Tanggal diundangkan 04/07/2008
2 Judul Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 1982
Jenis Peraturan Undang-Undang

Perizinan dan RetribusiIsu terkait
Merupakan Undang-Undang tertinggi
terkait dengan salah satu persyaratan
legalitas usaha yang berfungsi sebagai
media informasi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenai identitas,
hal-hai yang menyangkut dunia usaha
dan perusahaan yang berkedudukan di
wilayah Republik Indonesia

Muatan Utama

Tanggal diundangkan 01/02/1982
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 tahun 1995

Judul Peraturan3

Jenis Peraturan Peraturan Pemerintah
Isu terkait Perizinan dan Retribusi

Penyempumaan ketentuan izin usaha
industri dalam rangka mendorong
terciptanya iklim usaha yang lebih baik
di bidang industri

Muatan Utama
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Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan)
Sumber : (BPPT, 2009)

KeteranganKarakteristikNo
23/05/1995Tanggal diundangkan
Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007

Judul Peraturan4

Peraturan MenteriJenis Peraturan
Perizinan dan RetribusiIsu terkait
Tata cara penerbitan surat izin usaha
perdagangan sebagai salah satu
persyaratan legalitas usaha di bidang
perdagangan,
peneiptaan iklim usaha yang kondusif
guna mendorong peningkatan investasi.

Muatan Utama

mendukungguna

Tanggal diundangkan 04/09/2007
Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007

Judul Peraturan5

Peraturan MenteriJenis Peraturan
Perizinan dan RetribusiIsu terkait
Tata cara penyelenggaraan pendaftan
perusahaan untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif guna mendorong
peningkatan investasi

Muatan Utama

04/09/2007Tanggal diundangkan
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia nomor 41/M-
IND/PER/6/2008

Judul Peraturan6

Peraturan MenteriJenis Peraturan
Perizinan dan RetribusiIsu terkait
Ketentuan dan tata cara pemberian izin
usaha industri, izin perluasan dan tanda
daftar industry

Muatan Utama
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Tabel 4.6 Karakteristik Peraturan Legalitas Usaha (lanjutan )
Sumber :(BPPT, 2009)

Karakteristik Keterangan
Tanggal diundangkan 25/06/2008
Judul Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 27 tahun 2009

Jenis Peraturan Peraturan Menteri
Isu terkait Perizinan dan Retribusi

Pedoman penetapan izin gangguan di
daerah guna menjamin iklim usaha yang
kondusif, kepastian berusaha, melindungi
kepentingan umum, serta memelihara
leingkungan hidup.

Muatan Utama

Tanggal diundangkan 19/06/2009

4.5 Penvusunan RegMap Lengkan

Penyusunan RegMAp lengkap diawali dengan
menentukan kategori pemyataan dan kriteria pendukung setiap
pemyataan yang berfungsi sebagai variabel evaluasi dari RegMap
Lengkap. Selanjutnya menentukan bobot untuk setiap pemyataan
dan menetapkan sistem scoring yang digunakan untuk menilai
setiap kriteria pendukung.

4.5.1 Penentuan Kategori Pernvataan beserta Kriteria
Pendukung

Langkah pertama dalam menyusun RegMap Lengkap
adalah menentukan kategori pemyataan sekaligus kriteria
pendukung yang akan digunakan. Pemyataan sekaligus kriteria
pendukung ini telah melalui konsultasi dengan expert dibidang
evaluasi kebijakan dan perundang-undangan. Sekaligus
mempakan penyempumaan praktik terbaik yang pemah
dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Tabel 4.7 berikut
mempakan kategori pemyataan sekaligus kriteria pendukung
RegMap Lengkap



44

Tabel 4.7 Kategori Pemyataan dan Kriteria Pendukung
Kriteria Pendukung

A1 Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
(tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi).

A2 Peraturan ini telah memperhatikan peraturan
lain yang relevan, baik yang mempunyai
hirarkhi yang setingkat atau lebih tinggi.

Kategori
Landasan

Kode

Hukum

Peraturan ini telah mengacu kepada dasar
hukum yang masih berlaku (masih aktif)
Tujuan dan dampak yang diharapkan dari
peraturan ini telah dinyatakan dengan jelas dan
merupakan jawaban terhadap permasalahan
yang ingin diatasi.
Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin
dicapai dengan mekanisme yang telah diatur
untuk pencapaian tujuan tersebut.

A3

Tujuan
Intervensi
Kebijakan

B1

B2

Kepentingan publik yang dilindungi oleh
peraturan ini dinyatakan dengan jelas.
Kepentingan publik tersebut misalnya tentang
perlindungan konsumen, tenaga keija,
kesehatan masyarakat, keselamatan, akses
pasar yang fair bagi UKM, atau perlindungan
terhadap lingkungan hidup.

B3

Intervensi melalui peraturan ini proporsional
dengan permasalahan yang ingin diatasi.

B4
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Tabel 4.7 Kategori Pcmyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)
Kriteria Pendukung

Permasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi
secara lebih efektif dan efisien melaiui
instrumen lain selain berbentuk peraturan.
Instrumen lain tersebut meliputi antara lain 1)
aturan internal (self-regulation), 2) kampanye
untuk penyebaran informasi dan meningkatkan
kesadaran, 3) insentif fiskal atau finansial
termasuk pembebasan pajak, pinjaman lunak
atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau 5)
penyederhanaan aturan yang ada.
Tujuan peraturan ini dapat dicapai dengan
beban minimal yang harus ditanggung
kelompok sasaran dan tidak menimbulkan
beban yang tidak perlu (tambahan) bagi
kelompok bukan sasaran (ekstemalitas negatif)
Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten
dengan muatan (utama) yang diatur.
Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah
oleh kelompok sasaran termasuk pengusaha
kecil
Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan
multi-interpretasi oleh pejabat publik sehingga
dapat mencegah beban yang tidak perlu.
Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan
mudah oleh publik (kelompok sasaran) dari
internet atau kantor pemerintah terkait

Kode
Altematif
Kebijakan

Cl

Tepat
Sasaran

D1

Komunikasi El

E2

E3

E4
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Tabel 4.7 Kategori Pemyataan dan Kriteria Pendukung (lanjutan)
Kriteria Pendukung

Lembaga/institusi yang akan meng
implementasikan peraturan ini telah jelas

Kategori
Kepatuhan

Kode
FI

Peraturan ini menggunakan pendekatan
yang realistis ( misalnya izin usaha yang
tidak harus diperbaharui setiap tahun).

F2

Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan
dinyatakan dengan jeias dan dapat diterima
(reasonable)
Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan
rinci bagaimana pelaksanaannya dan
memberikan delegasi kepada tingkatan
pemerintahan yang tepat
Secara umum, benefit yang dihasilkan dari
peraturan ini melebihi cost yang harus
ditanggung oleh stakeholder terkait (baik
secara ekonomi, social)

F3

F4

Dampak G1

Benefit dan cost peraturan tersebut
terdistribusi secara fair kepada publik /
masyarakat

G2

4.5.2 Pembobotan Pernvataan RegMap
Pembobotan pemyataan RegMap ini dilakukan dengan

metode perbandingan berpasangan (pairwise comparisons)
dengan bantuan tools Expert Choice 2000. Pembobotan
memungkinkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap
kriteria lainnya relatif dapat dinyatakan dengan jelas. Disamping
itu, metode pairwise comparison ini dapat memberikan judgment
dalam memecahkan problem terhadap komponen-komponen yang
tak terukur sehingga skala perbandingan digunakan untuk
membedakan setiap pendapat, serta mempunyai keteraturan yang
memudahkan untuk mengkaitkan antara judgement dengan skala-
skala yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penentuan bobot
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kategori pemyataan kebijakan RegMap Lengkap digunakan
metode ini. Komponen penyusun RegMAp Lengkap kurang dapat
diukur karena bersifat kualitatif. Gambar 4.4 yang menunujukan
hierarcy pembentuk analisa kebijakan menggunakan tujuh kegori
pemyataan RegMap Lengkap.

Analisa
Kebijakan

£ k t I 1—ITujuan
intervals
Kebijakan

Ahematif
Kebijakan

Landasan
Hukum

Tepat
sasaran Komumkas Kepaluhan Dampak

I
Secara umum.
benefit yang
dihisilkia
dan peraturan
ini melebihi

Lembaga/Tujuan dan dampak
dinyatakan dengan
jadas & mempkan
jawaban terhadap

permasalahan yang ingi
diatas

JudulScsuai dengan
tata urutan

perundangan

Tujuan
peraturan ini
dapat dicapai
dengan

institusi yangn tersebul
tidak akan akantelah sesuai
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n peraturan
lain yang
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cfiMB
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dengan
mudah okh
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izinusaha

sosal
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Gambar 4.4 Struktur Analisa Kebijakan RegMap
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4.5.2.1 Konsultasi Pengisian Kuisioner Pembobotan
Setelah diketahui hierarcy yang menyusun analisa

kebijakan menggunakan RegMap Lengkap, tahapan dilanjutkan
dengan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh dua expert yang
berbeda. Dua expert itu adalah expert yang mereview regulasi dan
expert yang memvalidasi tujuh kategori pemyataan RegMap
Lengkap beserta kriteria pendukungnya. Setelah itu, kuesioner
diolah dengan menggunakan bantuan Tools Expert Choice 2000
untuk menentukan bobot untuk masing-masing kategori
pemyataan RegMap Lengkap. Hasil kuesioner dari masing-
masing expert yang berbeda ditunjukan pada Tabel 4.8 dan Tabel
4.9.

Tabel 4.8 Rekap Hasil Kuesioner Expert Reviewer
Atouff
Keftpa

T«P<lipaiKritera D-pk
kefcj*a tsra

1/3 1/41/41/2bndasanHAuDi 451
1/21/3 4 131
1/41/4 1/3 1/41
1/21/331
1/41/41

1 1
1

Tabel 4.9 Rekap Hasil Kuesioner Expert Validator

Afenrif Tq-IqwiPenwi D-pkKiieria kcttjAm ssra

1/4 1/41/41/4UndasanHukum 441
1/31/4 1lu]u»irter«Kikefaij*a 4 41

1/4 1/3 1/4 1/4VJKnttifMriiAfl 1
4 1 1leprtiw 1

1/4 1/41
l 1

1
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dari rekap kuesioner pembobotan untukHasil
menentukan masing-masing bobot dari tujuh kategori pemyataan
RegMAP Lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.5.

tofetfirqK** R

late*H4M

TijMMennibkpfei .14)
JJtfTWOlWMM ft
TtptSaara m

iW

howac^M)

tfMntokfjripaii

Gambar 4.5 Hasil Pembobotan

4.53 Sistem Scorins Kriteria Pendukung Pernvataan
ReglMan
Sistem scoring dilakukan RegMAP ini

mengedepankan akurasi dan konsistensi dalam kajian. Dimana
dalam skoring ini terdiri atas tiga nilai yaitu 100 %, 50 %, dan
0%. Masing-masing nilai tersebut memilki kriteria yang
ditunjukan Tabel 4.10.

yang

Tabel 4,10 Sistem Skoring RegMap Lengkap
Skor Keterangan

Nilai 100 % diberikan ketika Reviewer menyakini
bahwa regulasi/ peraturan memenuhi semua kriteria
dari penyataan pendukung
Nilai 50 % diberikan ketika Reviewer menyakini
bahwa regulasi/ peraturan yang di review memenuhi
sebagian besar dari kriteria pendukung pemyataa
dalam prosentase 50%<
Nilai 0 % diberikan ketika Reviewer menyakini bahwa
regulasi/ peraturan yang di review memenuhi sebagian
kecil dari dalam prosentase 50%>

100 %

50 %

0 %
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Pengisian RegMAP Lengkap
Pengisian RegMap Lengkap ini dilakukan oieh Reviewer

yang expert dengan topik penelitian ini. Checklist yang terkait
kriteria dalam RegMAP ini membutuhkan reviwer yang ahli
dibidangnya dan mengetahui kondisi nil di lapangan serta
memiliki kapasitas terkait evaluasi kebijakan. Karena fokus
penelitian ini terkait dengan evaluasi kebijakan yang mendukung
penciptaaan lapangan keija dan peluang usaha dengan fokus
legalitas usaha. Maka dipilih expert yang mempunyai kapasitas
dan berkecimpung di dunia legalitas. Khusunya daerah yang
membawahi Sentra UMKM Waru Sidoaijo.

4.6

4.6.1 Identitas Expert yang Meniadi Validasi Checklist dan
Reviewer
Dalam mengevaluasi sebuah regulasi hams dilakukan

oleh seseorang yang mengetahui dan ahli dibidangnya. Baik dari
variabel pendidikan, variabel pengalaman serta berkecimpung di
lapangan yang mengetahui kondisi lapangan. Sekaligus mengerti
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari
peraturan tersebut. Expert yang dilibatkan dalam penelitian ini
terdiri atas dua orang dimana expert pertama berperan sebagai
validator kategori pemyataan sekaligus kriteria pendukung. Dapat
dilihat pada Tabel 4.11 identitas expert.

Tabel 4.11 Identitas Expert
Validator scoring,checklist ReviewerPeran

Efrulwan Masrul, S.E., M.Sc Mas Andi, S.E., M.SiNama
Pendidikan Strata 2Strata 2

Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu

Sidoaijo
Kepala Bidang

Perizinan Usaha (
Eselon 3)

AusAID Indonesia
Infrastructure Initiative (Ind)

Instansi

Project Manager, Project
Leader RegMAP

Jabatan
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Expert pertama dipilih karena expert adalah seorang
project leader dari penelitian sebelumnya. Dimana beliau
berpengalaman dalam melakukan serta menentukan kriteria
pemyataan yang menjadi evaluasi sebuah regulasi. Disamping itu
evaluasi kebijakan merupakan penelitian praktik terbaik yang
diakui. Sehingga untuk penelitian selanjutnya hanya dimodifikasi
sesuai dengan objek regulasi yang diamati.

Expert kedua dipilih karena expert merupakan seorang
pejabat yang berwenang untuk menyeleksi sekaligus meninjau
tempat usaha secara langsung . Beliau sangat berperan dalam
penentuan
legalitas usaha di kawasan Sentra UMKM Waru Sidoaijo.

penerbitan perizinan usaha untuk mendapatkan

4.6.2 Review Peraturan Legalitas Usaha oleh Expert
Pada tahap ini dilakukan review tujuh peraturan terkait

legalitas usaha yang dilakukan oleh expert, dimana review ini
berdasarkan kategori pemyataan dan kriteria pendukung RegMap
Lengkap yang telah ditentukan diawal. Berikut gambaran
pengisian RegMap Lengkap yang ditunjukan pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Checklist RegMap Lengkap
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Dari tabel diatas huruf A menunjukan kategori pemyataan
yang menjadi aspek evaluasi dalam RegMap lengkap ini. Huruf B
menunjukan kriteria pendukung yang membantu Reviewer untuk
lebih memfokuskan pendapatnya terkait dengan kategori
pemyataan. Huruf C menunjukan pendapat dari review terhadap
setiap kriteria pendukung apakah setuju atau tidak setuju. Humf D
menunjukan penjelasan pendukung yang hams diisikan Reviewer
untuk mendukung pendapat setuju atau tidak setuju terhadap
kriteria pendukung. Humf E menunjukan filter skor yang
merekapitulasi pendapat dari Reviewer tentang kriteria pendukung
yang terdiri dari tiga skor. Selanjutnya untuk pengisian RegMap
Lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 tentang pengisian RegMap
Lengkap

4.7 Rekapitulasi Pernvataan dan Kriteria Pendukung
Dapat dilihat pada Tabel 4.13 hasil rekapitulasi pengisian

RegMap Lengkap yang telah dilakukan oleh expert. Dimana
rekapitulasi ini meliputi tujuh regulasi yang berkaitan dengan
perijinan usaha untuk mendapatkan legalitas usaha di Kabupaten
Sidoaijo. Rekapitulasi ini berdasarkan tujuh kategori penyataan
RegMap Lengkap dengan Sembilan belas kriteria pendukung
yang melengkapi kategori pemyataan RegMap Lengkap tersebut.
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Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil RegMap Lengkap
Permataan RegMap Lengkap

Tujuan Intervensi Altematif
Kebijakan

Tepatlandasan Hukum Komunikasi Kepatuhan Dampak Penciptaan
Lapangan Keija

Dan PekiangUsaha

StorePeraturan PerundanganNo Kebjakan Sasaran Skore

1B1 iiB2A1 A2 A3 B3 B4 Cl Dll El E2 E3 F3 G2E4 F2 F4 G1—Undang- Undang Repubtik Indonesia Nomor 3
Tahun 1982 72%1 V1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14;

Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 87%2 Vli 11 1 1 li 1 1 1 1 16

75%3 Peraturan Pemerhtah Nomor. 13 Tahun 1995 V1 1 1 1 1 1 1 13
Peraturan Mentri Perdagangan Republic Indonesia
Nomor 36/M-DAG/PER/9/20074 93% V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Peraturan Mentri Perdagangan Republic Indonesia
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 82,5 %5 V1: 1 1 1 1 l 11 1 1 1 1 1 16
Peraturan Mentri Perindustiian Republic Indonesia
Nonwr 41/M-IND/PER/6/2008 83%6 V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Peraturan Mentri Dahm Negeri Republic Indonesia
Nomor 27 tahun 2009 87%7 V1: 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 17
Total 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6 7 4 6 4 7 72 0 4
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Tabel 4.14 adalah rekapitulasi secara lebih terperinci terkait
kategori pemyataaan landasan hukum dan tujuan intervensi
kebijakan beserta kriteria pendukung. Diperlihatkan prosentase
setuju dari setiap kriteria pendukung dari kategori pemyataan.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Skoring Pemyataan Landasan Hukum Dan
Tujuan Intervensi Kebijakan RegMap Lengkap

Prasei Tidak SetujuKMfe KriteriaPerayataaa

Peraturan ini tetah sesuv dcngan tata
urutan peraturan perundang-indangan
yang bcriaku (tidak bertentangan dcngan
peratiran pcrundang-undangan yang Icbii 100% 7 0A1

Peraturan n tekah memperttadkan
peraturan lain yang rdevan, bait yang
mempunyai hrarkhi yang seUn^tat atau

\m Hi

0100% 7A2

Peraturan in tdah mengacu kepada dasar
hukun yang mask bcriaku ( masih aktrf) 2 529%A3

Ttgnan dan dampak yang dkarapkan dari
peraturan in tdah dinyatakan dengan jebs
dan menpakan jawaban terhadap
permasabhan yang ngn datasi

6 186%B1

Terdapat konsstensi antara tujuan yang
ngn (icapai dengan mekanisme yang tdah
datur untuk pencapatan tujuan tersebut

7100% 0B2

Ti Intervensi
Kebijakan

Krpentngan pubHt yang dfeidungi cfeh
peraturan ini dinyatakan dengan jdas
kepentngan pubkk tersebut nasaktya
tenting perkndungan konsumen, tenaga
kerja. kesehatan masyarakat kesdamatan.
akses pasar yang fair bagj UKM,atau

86% 6 1B3

Intervensi mdalu peraturan ini
proporsnal dengan permasalahan yang
ngn datasi

100% 7 0B4

Gambar 4.6 menggambarkan prosentase distribusi
pemyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung
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kategori pemyataan landasan hukum dan tujuan intervensi
kebijakan.

Gambar 4.6 [Criteria Pendukung Landasan Hukum & Tujuan Intervensi
Kebijakan

Tabel 4.15 memperlihatkan rekapitulasi secara lebih
terperinci terkait kategori pemyataaan berikutnya yaitu altematif
kebijakan, tepat sasaran, komunikasi beserta kriteria pendukung.
Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari setiap kriteria
pendukung dari kategori pemyataan.
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Tabel 4.15 Rekapitulasi Skoring Altematif Kebijakan, Tepat Sasaran,
Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap

Proseatase
Setuju Tidak SetajoPemyataan Kode Kriteria Peadakaag Sefji

Permasalahan tersebut tidak akan
dapat datasi secara fcebti efektif dan
efsien meiaku nstrumen lain selan
berbentuk peraturan. Instrumen lain
tersebut mehputi antara lain 1) aturan
hemal (self-regulation), 2)
kampanye untuk penyebaran
nformasi dan menngkatkan
kesadaran, 3) nsenttf fskal atau
fnansal termasuk pembebasan pajak,
pnjaman lunak atau subsidy 4)
jamran mutu, atau 5)

Akereatif
kebijakan Cl 100% 7 0

aturan yang ada.

Tujuan peraturan h dapat dcapai
dengan beban mnmal yang harus
dlanggung kelompok sasaran dan
tidak menmbukan beban yang tidak
peril ( tambahan) bagi kelompok
bukan sasaran (ekstemabtas negatif)

Tepat Sasam D1 100% 7 0

Judul peraturan ID telah sesuai dan
konssten dengan muatan (utama)
yangdiatur
Peraturan ini bisa dmengerti dengan
mudah oieh kelompok sasaran
termasuk pengusaha keel

El 100% 7 0

E2 0% 0 7

Bahasa yang djgunakan tidak
menmbukan mdtj-rterpretasi ofch
pejabat public sehingga dapat

beban yang ddak perki

koniaikasi

E3 86% 6 1

Peraturan tersebut dapat djperoleh
dengan mudah ofeh pubic (kelompok
sasaran) dan hemet atau kantor

E4 100% 7 0
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Gambar 4.7 menggambarkan prosentase distribusi
pemyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung
kategori pemyataan altematif kebijakan, tepat sasaran,dan
komunikasi.

Gambar 4.7 Kriteria Pendukung altematif kebijakan, tepat sasaran,
komunikasi

Disamping kategori pemyataan diatas Tabel 4.16 juga
mempakan rekapitulasi secara lebih terperinci terkait kategori
pemyataaan berikutnya yaitu kepatuhan dan dampak beserta
kriteria pendukung. Dimana diperlihatkan prosentase setuju dari
setiap kriteria pendukung dari kategori pemyataan.
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Tabel 4.16 Rekapitulasi Skoring Altematif Kebijakan, Tepat Sasaran,
Komunikasi Kebijakan RegMap Lengkap

Prosentase Setuju TriakSetupuKrtena PendukungKodePemyataan

Lembaga/nsttusi yang akan
raengmpferaentasiian peratiran ini telah
cbnyatakan dengan jeias

57% 4 3FI

Peraturan m menggunakan pendekatan
yang reahstB ( irnsakiya ran usaha yang
tidak hams (hperbeharui setap tahun)

86% 6 1F2

Sanksi atas pebnggaran terhadap
peraturan dnyatakan dengan jdas dan
dapat dtenma (reasonable)

Kepatuhan
57% 3F3 4

Peraturan ini menerangkan dengan jebs
dan rnh bagamana peiaksanaannya dan
memberian delegasi kepada tingkatan
pemerrtahan yang tepat

57% 34F4

Secara uroum, benefit yang dihasican dan
peraturan ni melebiii cost yang harus 100% 7 0G1

Benefit dan cost peraturan tersebut
ter<fetribusi secara fair kepada pubbk /
masyarakat

Oampak
100% 7 0G2

Gambar 4.8 menggambarkan prosentase distribusi
pemyataan setuju atau tidak setuju dari setiap kriteria pendukung
kategori pemyataan kepatuhan dan dampak.

Gambar 4.8 Kriteria Pendukung Kepatuhan dan Dampak



BAB V
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisa dan pembahasan secara detail
dan sistematis dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

M Komponen Otomotif5.1 Kondisi Existing Sentra UNS3
Waru Sidoario
Sentra UMKM Komponen Otomotif Sidoaijo merupakan

kumpulan UMKM yang berdekatan berdasarkan konsentrasi
geografisya. Setiap pelaku dalam sentra ini memiliki peran
masing-masing dalam membentuk sistem. Stakeholder merupakan
target intervensi kebijakan pemerintah melalui adanya peraturan.
Stakeholder secara garis besar terdiri atas dua pihak, yaitu pelaku
inti dan pelaku pendukung. Pelaku inti disini merupakan UMKM
yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif namun
dilapangan tidak ada UMKM yang secara spesifik memproduksi
suatu produk tertentu, karena mayoritas UMKM memproduksi
barang berdasarkan pesanan dari customer. UMKM dilapangan
sangat terkendala terkait dengan bahan baku hal ini dipengaruhi
oleh kurangya modal yang dimiliki oleh UMKM, karena bahan
baku utama dari UMKM tersebut adalah besi dan baja yang
harganya tidak stabil mengikuti harga pasar dunia. Namun apabila
ditelusuri lebih lanjut temyata permasalahan permodalan ini
sangat terkait dengan masalah legalitas usaha dimana tujuh dari
13 UMKM amatan tidak memiliki legalitas usaha sehingga
berpengaruh terhadap kemampuan UMKM untuk mengakses
permodalan. Hal ini didukung dengan data persyaratan yang
dikeluarkan oleh lembaga perbankan yaitu bank BRI dengan
mencantumkan legalitas usaha ketika UMKM mengajukan
Kredit untuk membantu usahanya pada website resmi Bank BRI
(2010).

Dari segi Pelaku pendukung disini yaitu industri
pendukung pemerintah dan non pemerintah memiliki peran dan
fungsi untuk mendukung aktifitas yang dilakukan oleh industri
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inti, mulai dari proses pengadaan bahan Baku, pemasaran,

permodalan serta perizinan kontribusi dari pelaku pendukung ini
sangat besar terhadap kemajuan UMKM namun belum cukup
untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sebagai contoh
permasalahan legalitas usaha, dimana di daerah hanya merupakan
pelaksana dari implementasi kebijakan di pusat sehingga untuk
membuat peraturan yang sesuai dengan karakteristik UMKM di
daerahnya pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan hal
tersebut. Ditinjau dari aspek permodalan lembaga non pemerintah
yang berkecimpung didunia permodalan di Sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru adalah Koperasi. Fakta dilapangan
banyak UMKM yang tidak meminjam di koperasi karena bunga
yang cukup besar 18-24 % dengan persyaratan yang lebih mudah
sedangkan di bank pemerintah dalam pelaksanaan KUR dibatasi
maksimal 24 % untuk peminjaman dibawah lima juta dan
maksimal 16% untuk peminjaman diatas lima juta sesuai
peraturan menteri keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 terkait
KUR (kredit usaha rakyat). Disini yang kurang sesuai adalah
pembebanan bunga dimana untuk peminjaman yang lebih kecil
namun bunga yang dibebankan kepada UMKM batasanya
semakin tinggi. Disamping itu dalam pelaksananya KUR ini
kurang melibatkan lembaga pemerintah di daerah tetapi langsung
kepada bank-bank penyalur KUR, sehingga kurang adanya
koordinasi yang baik, yang pada intinya penyaluran KUR hanya
menunngu UMKM tidak ada inisiatif untuk menjemput bola
karena kurangnya partisipasi dari lembaga di daerah.

S2 Pemilihan Fokus Permasalahan vaag Dianalisa
Dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholder yang

dapat mewakili kondisi lapangan berdasarkan atas sepuluh
variabel keberhasilan UMKM yang dilakukan oleh penelitian
sebelumnya . Didapatkan permasalahan yang terfokus pada
legalitas usaha., data di lapangan menunjukkan cukup banyaknya
UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha yaitu tujuh dari 13
UMKM yang dilakukan observasi tidak memiliki legalitas usaha,
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mayoritas UMKM merasa belum perlu untuk memiliki legalitas
usaha karena usaha mereka relatif kecil tetapi di lain sisi mereka
mengakui bahwa mereka kesulitas untuk mengakses permodaian
dan pemasaran karena tidak memiliki legalitas usaha. Pendapat
stakeholder pendukung lainya terbagi menjadi dua untuk dinas
koperasi dan LPB beranggapan bahwa untuk mendapatkan
legalitas usaha bukan permasalahan UMKM karena untuk
memperoleh legalitas usaha sangatlah mudah. Permasalahan ini
yang mendasari adalah tentang pola pikir UMKM sendiri yang
kurang bisa memikirkan masa depan sehingga sudah cukup puas
dengan bisa hidup sehari-hari saja. Pendapat dari instansi
pendukung lainya yaitu badan perzinan dan koperasi bahwa
legalitas usaha merupakan permasalah UMKM, hal ini didasari
terkait atas legalitas usaha merupakan faktor yang krusial dan
penting namun di lapangan faktor ini tidak menjadi prioritas
UMKM dalam menjaankan usahanya. Permasalahan UMKM
sebenamya terkait dengan efek dari memiliki legalitas usaha, pada
awalnya legalitas usaha dalam memilikinya tidak dipungut biaya
sehingga sangat mudah untuk memilikinya namun setelah
memiliki legaltas usaha tersebut UMKM memiliki kewajiban
terkait pajak dan retribusi. Hal ini yang menurut badan perizinan
dan koperasi menjadi faktor pemicu keengganan UMKM untuk
memiliki legalitas usaha. Hal ini juga didukung oleh publikasi
dari departemen koperasi danUMKM terkait kewajiban UMKM
untuk membayar pajak pada tahun 2009 yang gencar
disosialisasikan terkait kewajiban membayar pajak.

53 Kategori Pernvatan Serta Kriteria RegMAP Lengkan
Dalam RegMAP lengkap terdiri atas tujuh kategori

pemyataan yaitu dasar hukum, tujuan intervensi kebijakan,
altematif kebijakan, tepat sasaran, komunikasi, dan kepatuhan
seerta dampak. Ketujuh kategori pemyatan tersebut merupakan
kriteria utama dalam evaluasi RegMAP ini. Setiap kategori
kriteria pemyataan tersebut memilki kriteria pendukung yang
menjadi pedoman untuk memastikan pendekatan yang terstruktur
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dan sistematis pada tahap evaluasi. Kategori pemyataan disini
merupakan unsur-unsur RIA yang digunakan RegMAp Lengkap
sebagai aspek evaluasi kebijakan.

53.1 Pemilihan Kategori Pemyataan Serta Kriteria
Landasan Hukum
Kategori pemyatan hukum memiliki tiga kriteria

pendukung sesuai dengan tabel 4.7, dimana pemyataan ini dibuat
untuk menetapkan aspek hukum. Pemilihan aspek hukum ini
karena peraturan itu sendiri merupakan sebuah produk hukum,
dimana keabsahan dan produk hukum tersebut hams dipastikan
masih berlaku dan memilki kekuatan hukum yang mengikat.
Selain itu, sebuah peraturan hams memperhatikan regulasi yang
ada yang berhubungan dengan masalah kebijakan yang diatur
baik setingkat ataupun lebih tinggi, bila tidak maka besar
kemungkinan terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemungkinan
konflik dengan regulasi lainya. Apabila hal ini teijadi maka
regulasi tersebut berpotensi memberikan beban yang tidak perlu
kepada dunia usaha khususnya UMKM. Banyaknya peraturan
yang mengatur suatu hal yang sama dan tidak menjamin bahwa
peraturan tersebut tidak sating berbenturan dalam muatan yang
diatur.

533 Pemilihan Kategori Pemyataan serta Kriteria Tuiuan
Intervensi Kebijakan

Pemyataan kedua adalah tujuan intervensi kebijakan yang
memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan Tabel 4.7,
Pemyataan dan kriteria pendukung ini bertujuan untuk
mengetahui apakah peraturan tersebut memilki tujuan dan
dampak yang diharapkan dengan jelas. Jika tidak maka kecil
kemungkinan bahwa peraturan tersebut akan secara efektif
mencapai sasaran melalui permasalahan yang ingin dipecahkan.
Selain itu tujuan dan dampak yang jelas hams diikuti dengan
konsistensi antara tujuan dan mekanisme yang diatur dalam
peraturan ini. Kategori pemyataan ini menjamin peraturan

.v
< V
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mengatur hal proporsional yang menjadi kewenangan pemerintah
sekaligus menjamin peraturan tersebut melindungi kepentingan
publik. Pada dasamya sebuah kebijakan yang diwujudkan dalam
bentuk peraturan dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin
dicapai dan pada akhirnya untuk kepentingan bersama.

53J Pemilihan Kategori Pernvataan serta Kriteria
Alternatif Kebiiakan

Pemyataan Ketiga dalam RegMap Lengkap ini adalah
kriteria alternatif kebijakan. Pertimbangan atas kriteria
pendukung penyataan ini sesuai dengan tabel 4.7. Kategori
pemyataan ini untuk mengetahui respon yang diberikan
pemerintah yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang
dihadapi apakah sudah proporsional dengan indikator yang
ditetapkan. Sebagai contoh, apabila permasalahan tersebut tidak
diatur melalui sebauh instrumen peraturan, tidak akan bisa
diselesaikan secara lebih efektif dan efisien dengan instrumen
lainya dalam hal ini instrumen lain sesuai dengan Tabel 4.7.
Apakah permasalahan tersebut berdampak luas terhadap
kepentingan publik yang mana apabila tidak diatur dengan sebuah
peraturan yang memilki kekuatan hukum ditakutkan akan
menimbulkan sebuah permasalahan barn.

53.4 Pemilihan Kategori Pernvataan serta Kriteria Tepat
Sasaran
Pemyataan keempat adalah tepat sasaran dimana

pemyataan ini memiliki kriteria pendukung dapat dilihat pada
Tabel 4.7. Pemyataan ini untuk mengetahui sekaligus memastikan
apakah peraturan tersebut meminimasi konsekuensi yang tidak
diinginkan. Selain itu, menjamin bahwa peraturan tersebut
menarget pada permasalahan yang sebenamya. Karena peraturan
jika tujuan utamanya dapat tercapai, namun memberikan beban
yang cukup besar terhadap kelompok sasaran akan menimbulkan
permasalahan bam. Sehingga dengan adanya pemyataan ini,
diharapkan peraturan dapat mencapai sasaran yang ingin
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diwujudkan dengan meminimalkan beban yang ditimbukan dari
peraturan tersebut.

53.5 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria
Komunikasi
Pernyataan berikutnya adalah pernyataan komunikasi

yang memiliki empat kriteria pendukung yang ditunjukan dalam
Tabel 4.7. Latar belakang digunakannya pernyataan ini untuk
memastikan peraturan tersebut secara materi mudah dimengerti
dan mudah diakses oleh kelompok sasaran. Sehingga muatan
utama yang diatur dalam peraturan tersebut tidak mengalami
kesulitan dalam implementasi di lapangan. Sebaik apapun tujuan
serta dampak yang ingin diatasi, tidak akan terimplementasikan
dengan baik jika kebijakan tersebut tidak dikemas dengan
komunikasi yang baik. Seperti yang teiah dicantumkan dalam
kriteria pendukung pernyataan komunikasi ini.

53.6 Pemilihan Kategori Pernyataan serta Kriteria
Kepatuhan
Pernyataan berikutnya adalah pernyataan kepatuhan yang

memiliki empat kriteria pendukung sesuai dengan tabel 4.7. Latar
belakang pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa
peraturan tersebut memiliki unsur kepatuhan. Apabila peraturan
tidak memiliki unsur kepatuhan didalamnya, maka tujuan serta
dampak yang ingin diwujudkan oleh peraturan tersebut tidak akan
terwujud. Beberapa hal yang menunjang adanya kepatuhan
terdapat dalam kriteria pendukung. Pertama, lembaga yang
mengimplementasikan peraturan tersebut hams jelas sehingga
tidak menimbulkan kebingungan. Kedua, untuk mengetahui siapa
yang bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut
sehingga tidak timbul permasaiahan di kemudian hari. Ketiga,
sanksi pelanggaran terhadap peraturan serta pendekatan yang
digunakan dalam mengatasi permasaiahan tersebut hams relevan
dan tidak memberatkan sehingga dapat mendorong adanya
kepatuhan. Keempat kriteria pendukung sangat penting untuk
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dilakukan karena pada intinya sebaik apapun peraturan apabila
tidak ada unsur kepatuhan di dalamnya akan kurang bermanfaat.

5.3.7 Pemilihan Kategori Pernvataan serta Kriteria
Dampak
Pemyataan berikutnya adalah pemyataan dampak dimana

pernyataan ini memiliki dua kriteria pendukung yang ditunjukkan
daiam Tabel 4.7. Pemyataan ini bertujuan untuk memastikan
benefit yang ditimbulkan oleh peraturan lebih besar dibandingkan
dampak negatif yang timbulkan oleh peraturan itu sendiri. Selain
itu, pemyataan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
benefit serta dampak dari peraturan tersebut terhadap stakeholder
terkait. Hal ini dilakukan dengan menggunakan asessment
kualitatif dari dampak dan benefit secara ekonomi dan sosial.
Karena sulitnya mengonversi manfaat dan biaya daiam bentuk
materi (uang), maka asessment dilakukan secara kualitatif.

Pembobotan dan Scorine RegMap
Pada penelitian ini pembobotan dilakukan dengan

menggunakan metode perbandingan berpasangan { pairwise
comparisons ) dengan bantuan Software Expert Choice 2000.
Pengisian kuisioner penentuan bobot kategori pemyataan
RegMap lengkap ini dilakukan oleh dua expert yang berbeda.
Pertama, expert yang berperan sebagai reviewer dari peraturan.
Kedua, expert yang berperan sebagai validator dari kategori
pemyataan RegMap. Kedua pendapat dari expert yang berbeda ini
difasilitasi dengan bantuan Software Expert Choice 2000 untuk
mendapatkan output berupa bobot untuk setiap kategori
pemyataan RegMap Lengkap. Dari output software expert choice
2000 yang ditunjukkan pada Gambar 4.5, terlihat bahwa bobot
tertinggi yang diperoleh adalah kategori pemyataan dampak
dengan presentase sebesar 24 %. Dengan nilai presentase bobot
tersebut, kategori pemyataan dampak ini mempengaruhi kualitas
sebuah regulasi secara signifikan. Kategori pemyataan dampak
bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut

5.4
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memberikan benefit yang melebihi dari cost (efek negatif) yang
ditimbulkan. Untuk bobot terkecil diperoleh kategori pemyataan
altematif kebijakan dengan nilai presentase sebesar 4 %.
Kontribusi kategori pemyataan ini terhadap kualitas sebuah
regulasi relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai saat
ini mayoritas semua urusan yang terkait dengan kewenangan
pemerintah cenderung menggunakan instrumen berupa peraturan
yang berkekuatan hukum/mengikat. Karena kesadaran untuk
patuh terhadap peraturan masih rendah, akan sangat beresiko
untuk memilih altematif instrumen yang lain. Hal ini dikarenakan
instrumen yang lain cenderung persuasif sehingga perlu
kesadaran akan kepatuhan terhadap sebuah peraturan dengan
baik.

Penentuan scoring dalam RegMap lengkap terdiri atas tiga
scor sesuai dengan Tabel 4.10. Nilai 100% mengindikasikan
bahwa reviewer menyakini dengan mutlak tanpa keraguan.
Sehingga nilai absolut diberikan jika semua (criteria dijawab
setuju oleh reviewer. Berikutnya nilai 50 % diberikan jika
reviewer tidak menyakini secara absolut dengan semua kriteria
pendukung yang diberikan, dengan batasan pemilihan minimal
50% dari jumlah kriteria pendukung. Pembulatan ini dilakukan
untuk menghindari munculnya permasalahan akibat satu kriteria
tersebut. Berikutnya nilai 0 % diberikan jika reviewer meyakini
bahwa sebagian besar kriteria pendukung tidak dipenuhi oleh
regulasi tersebut. Pembulatan scoring menjadi 0% untuk
pemilihan dengan batasan jumlah kurang dari 50%. Hal ini
mengindikasikan bahwa regulasi tersebut memang bermasalah.

Pemilihan Peraturan RegMap Lengkap
Pemilihan peraturan dalam RegMap Lengkap ini

berdasarkan konsultasi dengan expert terkait tahapan pengumsan
perijinan yang diperlukan oleh UMKM untuk melengkapi
legal itas usaha. Pada gambar 4.3 terdapat lima kriteria legalitas
usaha yang hams dimiliki oleh UMKM. Namun disini review
hanya dilakukan terhadap empat kriteria saja dikarenakan salah

5.5
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satu kriteria yaitu IMB rumah tinggal tidak diikutkan. Hal ini
dikarenakan mayoritas UMKM melakukan usahanya di tempat
tinggal pribadi masing-masing sehingga peraturan terkait IMB
disini tidak dianalisa. Dari keempat kriteria legalitas usaha tadi
dilakukan pencarian terkait peraturan yang menjadi landasan
hukum oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Sidoaijo. Hasil Peraturan tersebut dievaluasi
menggunakan RegMap Lengkap.

Peraturan Hasil RegMAP Lengkap
Berdasarkan konsultasi dengan expert didapatkan tujuh

regulasi mengenai aspek legalitas usaha yang harus dimiliki oleh
UMKM. Regulasi ini diindikasikan kurang mendukung
penciptaan lapangan keija dan peluang usaha di sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoaijo. Selanjutnya dievaluasi
dengan tujuh kriteria RegMap Lengkap beserta 19 kriteria
pendukung yang menjadi kriteria dalam penilaian dan dapat
diketahui apakah benar regulasi tersebut kurang mendukung
penciptaan lapangan keija peluang usaha di sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoaijo.

5.6

Undang-Uadang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 merupakan

undang-undang tertinggi terkait dengan UMKM. Undang-undang
ini mencakup delapan aspek yang menunjang pertumbuhan iklim
usaha pada UMKM. Pertumbuhan iklim usaha meliputi aspek
pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, promosi dagang,
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, dukungan
kelembagaan. Setelah dilakukan evaluasi oleh expert yang
kompeten dengan menggunakan RegMap Lengkap yang dapat
dilihat dalam Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini
sudah cukup baik. Walaupun demikian, masih ada tiga kriteria
yang masih belum dipenuhi dalam peraturan ini, yaitu kriteria E2,
kriteria FI dan kriteria F4.

5.6.1
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(Criteria E2 atau peraturan ini kurang dapat dimengerti
oleh kelompok kecil termasuk pengusaha kecil. Permasalahan
yang terdapat dalam peraturan ini mengenai kriteria
penggolongan usaha mikro, kecil, dan menengah karena
penggolongan UMKM hanya berdasarkan atas kekayaan bersih
dan hasil penjualan tiap tahun. Dalam fakta yang ada dilapangan,
sangat sulit menemukan UMKM yang memilki pembukuan yang
baik terkait dengan kriteria yang ada dalam undang-undang
tersebut, sehingga berdampak kepada ketidaksesuaian perlakukan
kepada UMKM.

Untuk kriteria FI atau kriteria lembaga/institusi yang
menerapkan peraturan dilapangan, juga tidak terpenuhi dalam
undang-undang ini. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam
pasal 12 ayat 2 hanya diterangkan ketentuan permasalahan
perizinan usaha yang diatur lebih lanjut melalui peraturan
pemerintah, namun belum memberikan informasi yang cukup
untuk peraturan pelengkapnya. Undang-undang seharusnya
memberikan informasi yang cukup terkait dengan peraturan
pelengkapnya, selain berisikan aturan pokok terkait dengan
subtansinya. Pasal 12 ayat 2 seharusnya lebih mempeijelas
lembaga mana yang berwenang mengurusi permasalahan
perizinan. Dampak permasalahan terhadap UMKM adalah
sulitnya dalam mengurus legalitas usaha sehingga mengganggu
variabel lainya dan berakibat menghambat penciptaan lapangan
kerja dan peluang usaha.

Untuk kriteria F4 atau implementasi dilapangan dan
pemberian delegasi juga tidak terpenuhi dalam undang-undang
ini. Undang-undang ini kurang memperhatikan pendelegasian
karena hanya mencantumkan poin-poin tujuan yang ingin dicapai.
Seharusnya untuk kategori undang-undang juga mencantumkan
pendelegasian wewenang meskipun tidak secara spesifik
menyebutkan nama lembaga tetapi menyebutkan fungsi lembaga
yang didelegasikan. Dampak terhadap UMKM adalah mengalami
kesulitan apabila berkepentingan dengan pemerintah kusunya
terkait dengan legalitas usaha.
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5.6.2 Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 3 Tahun
1982
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 merupakan

undang-undang tertinggi tentang legalitas usaha tanda daftar
perusahaan. Tujuan dari tanda daftar perusahaan ini adalah
sebagai media informasi kepada semua
berkepentingan menyangkut dunia usaha dan juga sebagai
legalitas bagi pelaku usaha. Setelah dilakukan evaluasi dengan
menggunakan RegMap Lengkap yang dapat dilihat dalam Tabel
4.13 didapaykan bahwa skor untuk peraturan ini sebesar 72 %.
Jika dibandingkan dengan enam peraturan lain yang dievaluasi,
peraturan ini mendapat skor yang paling rendah. Secara
matematis apabila dimungkinkan untuk melakukan perubahan,
maka peraturan ini diprioritaskan untuk dilakukan perubahan agar
sesuai dengan kriteria RegMap Lengkap.

Dalam rekapitulasi skor tersebut, peraturan ini tidak
memenuhi kriteria pendukung pada banyak kategori. Pertama,
kategori Landasan Hukum. Pada kategori Landasan Hukum ,
kriteria pendukung A3 mengacu kepada dasar hukum yang salah
satunya sudah tidak berlaku yaitu Undang-Undang No.11 dan
No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal. Peraturan tersebut
telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.25 tahun
2007. Akibat dari landasan hukum yang tidak aktif tersebut,
UMKM berpotensi bermasalah akibat jaminan hukum badan
usahanya. Disamping itu, untuk kategori komunikasi, peraturan
ini mengalami permasalahan pada poin E2 atau poin kurang
dapat dimengertinya peraturan oleh kelompok sasaran termasuk
pengusaha kecil. Permasalahan yang teijadi adalah kriteria
kewajiban daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 ada
pengecualian untuk tidak melakukan pendaftaran. Pengecualian
tersebut tidak didukung dengan cara pengukuran yang jelas
dilapangan sehingga pasal ini dapat dijadikan alasan UMKM
tidak melakukan pendaftaran perusahaanya disamping alasan

pihak yang
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sebenamya terkait masalah pajak. Dampak kepada UMKM secara
jangka panjang terkait variabel permodalan dan variabel
pemasaran karena kedua variabel tersebut mensyaratkan legalitas
usaha dan pembelian kepada pengusaha yang membayar pajak.

Permasalahan ini cukup rumit karena UMKM belum bisa
mengukur manfaat yang diterima dengan adanya legalitas usaha
tersebut. Selain kriteria di atas, peraturan ini juga kurang
memenuhi kategori kepatuhan pada kriteria pendukung FI, F2,
dan F4. Permasalahan ini terkait pendekatan yang kurang realistis
terhadap muatan utama yang diatur yaitu kewajiban pendaftaran
perusahaan dibebankan kepada semua kategori usaha yang masih
dalam satu induk seperti kantor pusat, kantor cabang, kantor
pembantu wajib memiliki TDP tersebut walaupun usaha tersebut
memiliki induk perusahaan yang sama. Ketidak efisiensian ini
berdampak pada penambahan beban biaya UMKM .
5.6J Peraturan Pemerintah Repnblik Indonesia Nomor 13

Tahun 1995
Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan terkait

tentang izin usaha industri. Latar belakang peraturan ini adalah
untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di
bidang industri, sehingga perlu disempumakan sehubungan
dengan ketentuan izin usaha industri. Dari hasil pengolahan
RegMap Lengkap yang dapat dilihat pada Tabel 4.13 didapatkan
skor 75 % untuk peraturan ini. Nilai ini merupakan nilai terendah
kedua setelah UU Nomor 3 tahun 1982 sehingga dapat diartikan
bahwa peraturan ini menjadi target kedua apabila ada
kemungkinan untuk merubah peraturan. Sehubungan dengan
kategori pemyataan evaluasi, ada beberapa kategori dalam
peraturan ini yang tidak sesuai dengan keriteria pendukung
RegMap Lengkap seperti aspek landasan hukum (A3), aspek
tujuan intervensi kebijakan (B3), aspek komunikasi (E2, E3) serta
aspek kepatuhan (F3, F4). Pertama, untuk aspek landasan hukum
A3, peraturan ini mengacu kepada dasar hukum yang tidak
berlaku dan sudah dicabut serta digantikan oleh peraturan lain.
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Namun sampai saat ini peraturan ini tetap menjadi acuan terkait
dengan izin usaha industri. Tidak ada dampak langsung yang
dirasakan oieh UMKM, namun hal ini berpengaruh terhadap
jaminan hukum badan usaha UMKM tersebut. Kategori B3 atau
kategori kepentingan publik yang dilindungi secara materi,
peraturan ini tidak menjelaskan secara jelas kepentingan publik
yang dilindungi. Peraturan ini hanya berisikan kewajiban untuk
memilki IUI ( pasal 2, 3, 4) tanpa dijelaskan lebih lanjut
mengenai hak pemilik IUI. Dampak kepada UMKM yaitu
ketidakmengertian akan benefit dari legalitas usaha tersebut
sehingga berpengaruh terhadap upaya untuk memiliki. Untuk
kategori komunikasi peraturan ini tidak memenuhi kriteria
tentang peraturan tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh
kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil. Kriteria ini rata-rata
menjadi permasalahan dalam peraturan menyangkut legalitas
usaha karena terdapat pasal yang mengecualikan kewajiban
memiliki izin usaha tanpa diberikan panduan secara jelas untuk
mengukur kriteria tersebut. Dampak terhadap permasalahan ini,
UMKM akan mengalami kesulitan untuk berkembang untuk
jangka panjang. Untuk aspek kepatuhan, peraturan ini kurang
memenuhi kriteria pendukung tentang pendekatan dan sanksi
secara realistis dan resonable. Dapat dilihat pada pasal 10
mengenao sanksi, dimana mekanisme sanksi yang diatur dalam
peraturan ini hanya sanksi pencabutan. Seharusnya terdapat
tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum sanksi pencabutan
tersebut namun dalam peraturan ini tidak dicantumkan.
Dampaknya UMKM sangat rentan untuk melanggar karena
sistem yang beium baik, sehingga perlu dilakukan pembinaan
serta sanksi yang tidak langsung pencabutan.

5.6.4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
Peraturan ini tentang tata cara penerbitan surat izin usaha

perdagangan sebagai salah satu persyaratan legalitas usaha di
bidang perdagangan. Dengan tujuan mendukung pemciptaan
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iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi.
Setelah dilakukan pengolahan data didapatkan hasil sesuai dengan
Tabel 4.13 bahwa peraturan ini mendapatkan skor 93 %. Skor ini
merupakan skor tertinggi diantara enam reguIasi lainya sehingga
dapat disimpulkan berarti regulasi ini sudah cukup baik
dibandingkan dengan ke enam regulasi lainya. Tetapi, dalam
RegMap Lengkap terdapat kriteria yang juga tidak terpenuhi,
yaitu kriteria dasar hukum poin A3 dan kriteria Komunikasi pada
poin E2. Permasalahan dalam regulasi ini adalah tidak berlakunya
landasan hukum dari peraturan ini, yaitu UU Nomor 9 tahun 1995
tentang usaha kecil, yang telah dicabut dan digantikan dengan UU
20 tahun 2008 tentang UMKM. Tidak ada dampak langsung
terhadap UMKM namun hal ini berpotensi menimbulkaan
permasalahan di kemudian hari apabila ada yang tidak puas
terkait dengan muatan, serta mekanisme yang diatur dalam
peraturan ini. Selain itu untuk aspek komunikasi permasalahan
dalam regulasi ini terkait dengan pengecualian kewajiban
memiliki SIUP dimana penggolongan untuk kriteria UMKM yang
rata-rata dijalankan oleh perseorangan dengan melibatkan anggota
keluarga pada pasal 4 huruf b terdapat klausal yang membolehkan
tidak memilki SIUP. Permasalahan berikutnya, pada pasal
sebelumnya yaitu pasal 3 terdapat penggolongan kepemilikin
SIUP berdasarkan modal dan kekayaan bersih. Peraturan ini tidak
sesuai dengan pasal-pasalnya. Seharusnya pada pasal 4 juga
memfasilitasi kriteria perusahaan perseorangan yang
memperkejakan anggota keluarga dengan total kekayaan yang
besar untuk kewajiban kepemilikan SIUP. Dampak dari
pengecualian ini UMKM untuk jangka panjang menimbulkan
permasalahan terhadap variabel lainya khususnya terkait
persyaratan pengajuan permodalan dan pemasaran karena
mewajibkan untuk membeli kepada pengusaha yang kena pajak.
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5.6.5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
Peraturan ini terkait dengan penyeienggaraan pendaftaran

perusahaan dimana peraturan menteri ini merupakan penjabaran
utama dari UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar
perusahaan. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk menciptakan
iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan
investasi. Setelah dilakukan review dengan menggunakan
RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13
dimana skor yang didapat adalah 82,5 %. Skor ini merupakan
akumulasi kesesuaian peraturan ini dengan kriteria RegMap
Lengkap. Didapatkan hasil untuk peraturan ini tidak memenuhi
kategori pemyataan landasan hukum pada poin A3 atau dasar
hukum yang tidak berlaku yaitu UU nomor 3 tahun 1982. Karena
UU ini mengacu kepada UU nomor 11 dan nomor 12 tahun 1970
yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga untuk
aspek landasan hukum terdapat ketidaksesuain yang bisa
berpotensi untuk menjadi permasalahan terkait jaminan hukum
badan usaha. Disamping itu untuk kategori komunikasi pada poin
E2, peraturan ini dimengerti atu tidak kepada target sasaran
termasuk pengusaha kecil karena penggolongan kriteria
pengeeualian yang tidak wajib untuk melakukan daftar
perusahaan masih terlalu sederhana sehingga memberikan celah
UMKM untuk tidak memiliki TDP. Dampak dari permasalahan
ini untuk jangka panjang UMKM akan kesulitan dalam usahanya
kususnya untuk variabel permodalan dan pemasaran, karena
masing-masing variabel tersebut secra langsung. Berikutnya
peraturan ini tidak sesuai pada kriteria F3 terkait sanksi atas
pelanggaran yang tidak dinyatakan dengan jelas melainkan
melekat terhadap peraturan sehingga kurang efektif dalam
implementasi di lapangan. Dampak dari permasalahan secara
langsung tidak ada namun rentan teijadi pelanggaran yang
berakibat iklim usaha yang tidak kondusif.
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5.6.6 Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia nomor 41/M-IND/PER/6/2008
Peraturan menteri sehubungan dengan izin usaha industri

ini merupakan peraturan penunjuang terkait dengan pelaksanaan
izin usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan di daerah.
Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh expert terkait
dengan kriteria kategori evaluasi RegMap Lengkap didapatkan
hasil sesuai dengan Tabel 4.13. Peraturan ini mendapatkan skor
75 % , dengan rincian untuk ketegori landasan hukum peraturan
ini tidak memenuhi kriteria A3 tentang landasan hukum yang
tidak berlaku. Dampak langsung terhadap UMKM tidak ada
namun berpotensi menjadi permasalahan terkait jaminan hukum
badan usaha yang sedikit banyak mengganggu penciptaan
lapangan keija dan peluang usaha.

Aspek komunikasi, peraturan ini tidak sesuai dengan
kriteria E2 terdapat permasalahan dalam mekanisme pengecualian
terhadap kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri.
Seharusnya kriteria tersebut harus didukung dengan cara
pengukuran yang dapat diimplementasikan di lapangan sehingga
hal ini tidak memberikan kesempatan UMKM untuk tidak
memilki izin yang pada akhimya berdampak terhadap
terganggunya kemajuan UMKM ke depannya. Berikutnya
peraturan ini tidak memenuhi kriteria FI aspek kepatuhan terkait
dengan lembaga yang ditunjuk untuk mengimplementasikan
peraturan ini di lapangan. Peraturan ini hanya menyebutkan
mengenai pejabat yang ditunjuk pada pasal 16 ayat 3. Seharusnya
pejabat yang ditunjuk untuk menangani permasalahan perizinan
lebih dipeijelas lagi agar UMKM tidak kesulitan untuk memiliki
izin usaha, sehingga tidak mengganggu penciptaan lapangan keija
dan peluang usaha.

5.6.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 tahun 2909
Peraturan ini tentang izin gangguan dimana setiap

kegiatan usaha harus memiliki sebagai sarana pengendalian,
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perlindungan, penyederhanan dan penjaminan kepastian hukum
dalam berusaha. Sekaligus melindungi kepentingan umum serta
memelihara iingkungan hidup. Berdasarkan hasil review
menggunakan kategori pemyataan dan kriteria pendukung
RegMap Lengkap didapatkan hasil sesuai dengan Tabel 4.13.
Peraturan ini mendapatkan skor 87 % dimana skor tersebut
merupakan skor tertinggi kedua dibandingkan lima regulasi
lainnya. Peraturan ini cukup baik dan sesuai dengan kriteria
RegMap Lengkap, namun bukan berarti semua kriteria RegMap
Lengkap terpenuhi. Terdapat beberapa kriteria yang tidak
terpenuhi yaitu aspek komunikasi pada poin kriteria E2 terkait
dengan pengecualian kewajiban memiliki izin gangguan pada
pasal 14 poin c. UMKM yang dampak kegiatanya tidak keluar
dari tempat usahanya diperbolehkan untuk tidak memiliki izin,
sedangkan dalam realita di lapangan hampir seluruh UMKM
kegiatan usahanya berdampak keluar dari tempat usahanya.
Disamping itu izin gangguan ini merupakan salah satu bentuk
legalitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan UMKM baik
permodalan, operasional sehari-hari, dan pemasaran. Dampak
apabila ada pengecualian memiliki HO ini sangat berpengaruh
terhadap kemajuan UMKM kedepan karena berpengaruh terhadap
variabel lainya, namun kesadaran akan tersebut masih kurang
karena UMKM belum dapat mengukur secara berimbang terkait
dengan benefit adanya legalitas usaha tersebut. Terkait aspek
kepatuhan, peraturan ini memilki ketidaksesuaian pada poin
kriteria F3 tentang sanksi atas pelanggaran yang reasonable,
dimana dalam peraturan ini sanksi yang diberikan hanya
pencabutan pada pasal 16. Seharusnya ada tahapan-tahapan sanksi
yang diberikan, bisa berupa peringatan, pengawasan dan
pencabutan sehingga tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai
dan mendorong adanya kepatuhan. Dampak permasalahan ini
terhadap UMKM adalah banyaknya UMKM yang tidak
memenuhi persyaratan karena permasalahan limbah, Iingkungan
kelemahan UMKM.



76

5.6.8 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Penciptaan
Laoangan Keia dan Peluang Usaha di Sentra UMKM
Komponen Otomotif Warn Sidoario
Banyak Variabel yang mempengaruhi

UMKM yang berdampak terhadap penciptaan lapangan keija dan
peluang usaha, salah satunya variabel legalitas usaha. Variabel
legalitas usaha merupakan sumber terkait dengan variabel lain
yang mempengaruhi kemajuan UMKM, seperti variabel
permodalan dimana setiap lembaga keuangan yang ingin
meminjamkan modal selalu mensyaratkan legalitas usaha sebagai
persyaratanya. Namun dilapangan sangat jarang menemukan
UMKM yang memiliki legalitas secara lengkap hal ini yang
menyebabkan UMKM mengalami permasalahan denagn variabel
permodalan. Hal ini didukung juga dengan economic review oleh
Retnadi (2009) terkait Kredit usaha rakyat (KUR) dimana
persyaratan untuk memperoleh KUR salah satunya adalah
legalitas usaha perizinan yang meliputi, SIUP, TDP, IUI,
HO,SITU (IMB rumah tinggal). Terkait dengan pemasaran setiap
ingin memasarkan produknya UMKM sering kali kesulitan salah
satunya kerana legalitas mereka yang kurang dan ketika
kewajiban membeli kepada UMKM yang memilki PKP
(pengusaha kena pajak). Hal ini didukung dengan publikasi dari
Departemen Koperasi dan UMKM terkait kewajiban UMKM
untuk membayar pajak pada tahun 2009 Sebenarnya hal yang
paling ditakutkan oleh UMKM dalam mengurus masalah legalitas
usaha adalah pengenaan pajak tersebut. Disisi lain terdapat pasal
dalam regulasi yang mengatur izin usaha yang berisi
pengecualian untuk memilki izin usaha. (Criteria yang telah
disebutkan dalam pasal tersebut yang berarti terdapat
ketidakkonsistenan akan hal tersebut. Di satu sisi pemerintah
ingin mempermudah UMKM untuk memulai berusaha namun di
sisi lain dampak dari pengecualian memiliki izin usaha tersebut
juga merugikan UMKM itu sendiri. Seharusnya pengecualian
memiliki izin usaha tersebut hams memiliki suatu peraturan
khusus yang mengatur mekanisme pelayanan khusus UMKM.

keberhasilan
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Dengan kriteria serta cara pengukuran yang jelas terkait variabel
yang mempengaruhi keberhasilan UMKM yang berdampak
terhadap penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha khusunya
di Sentra UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoaijo. Hal ini
juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asia
Fondation dan United States Agency for International
Development (USAID) pada tahun 2005. Dimana hasil dari
penelitian ini adalah dengan diperbaikinya aspek legalitas usaha
2/3 pelaku usaha yang memiliki legaltas usaha mengalami
peningkatan jumiah pegawai dan laba usaha dan berpengaruh
positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) karena mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka

kesimpulan yang dapat ditarik sesuai tujuan penelitian yaitu
sebagai berikut:

1. Variabel kebijakan yang paling berpengaruh terkait
dengan kemajuan UMKM khususnya sentra UMKM
Komponen Otomotif Waru Sidoaijo berdasarkan
konsultasi Stakeholder dan expert adalah variabel
legalitas usaha. Dari penelitian ini didapatkan hasil
bahwa secara umum peraturan legalitas usaha sudah
cukup mendukung penciptaan lapangan keija dan
peluang usaha namun terdapat beberapa kekurangan
terkait ketegori landasan hukum, tujuan intervensi
kebijakan, komunikasi dan kepatuhan.

2. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara
lain:
a. Perlu dilakukan kajian ulang tentang dasar hukum

yang sudah tidak berlaku.
b. Tujuan intervensi kebijakan perlu dipeijelas tentang

kepentingan publik yang dilindungi.
c. Perlu dipeijelas lagi pengecualian tidak diwajibkan

memiliki legalitas usaha.
d. Implementasi kebijakan dilapangan baik lembaga,

mekanisme serta sanksi yang diatur.

6.2. Saran
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

Perlu dilakukan kajian terkait terhadap ke sembilan
aspek kebijakan lainya khusunya aspek kebijakan
permodalan, pemasaran, inffastruktur serta bahan baku
.karena kebijakan pemerintah terkait ke empat aspek
tersebut sangat berpengaruh terhadap penciptaan
lapangan keija dan peluang usaha khususnya di sentra
UMKM Komponen Otomotif Waru Sidoaijo.
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Lampiran 1

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982
Ppndapat f ilter Skor

1. I rtnHris^n Hukiim Krrterw Penritikunq Penjelasan Penrlukiinq llbah S SS ! TS
(?) j (1) (0) SkorS TS

Simpan^Peraturan ini merupakan peraturan tertinggi terkait
dengan wajib daftar prusahaan dimana peraturan-
peraturan dibawahnya yang harms mengacu dan tidak
bertentangan dengan muatan utama yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1932 terkait dengan
wajib daftar perusahaan.

50*4Xo

a. Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan yang beriaku (tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi).

Peraturan ini
keberadaannya telah
memiliki dasar hukum
sebagai ftyarat

keabsahan suatu

peraturan perundang-
undangan.

Simpan |Undang-undang ini merupakan peraturan yang menjadi *acuan terkait dengan wajib daftar perusahaan namun
dalam pelaksanaanya undang-undang ini juga mengacu
terhadap peraturan lain, salah aatunya yaitu Undang-
undang no. it dan no.12 tahun 1970 yang mengatur
tentang penanaman modal.

e

b. Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain
yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang
setingkat atau lebih tinggi.

Simpan !Q Undang-Undang ini salah satunya mengacu pada
Undang-undang no. 11 dan no.12 tahun 1970 yang
mengatur tentang penanaman modal yang mana saat ini
hal yang berkartan dengan penanaman modal telah
digantikan oleh UU nomor 25 tahun 2007 sebagaimana
dijelaskar dalam pasal 38 UU nomor 25 tahun 2007
bahwa Undang-undang no. ll dan no.12 tahun 1970
tentang penanaman modal dinyatakan tidak beriaku dan
dicabut.

c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum
yang masih beriaku (masih aktrf)
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Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang NoJ tahun 1982 (lanjutan)
I »ltf*r Skor

i. I i i jnan In te rvene*
Krhi)dkdn Kri t r r ia PrnHi iknni j Prn )rUs<in Pemfiilcnnq I l h<ih S SS TS

( ? ) j ( i ) i (o) SkorS I FS

Tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkan UU nomor *
3 tahun 1982 adalah untuk meningkatkan pembangunan
national dan perkembangan akonomi pada khususnya
dimana dangan adanya tanda daftar parusahaan ini
akan labih menjamin legalitas parkambangan kepastian
berusaha bag] dunia usaha sesuai dangan partimbangan
diterbitkanya UU nomor 3 tahun 1982 ini.

O !00a/«o X

a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari
paraturan ini talah dinyatakan dangan jelas dan
merupakan jawaban terhadap permasalahan yang
ingin diatasi.

Tujuan utama yang
ingin dicapai paraturan
dinyatakan dangan
jelas.

Tujuan dari uu nomor 3 tahun 1982 ini adalah untuk
mambarikan jaminan legalitas kepastian berusaha yang
bardampak tarhadap parbaikan iklim usaha yang
maningkatkan pambangunan national, talah diatur
dalam UU ini tarkait dangan objak yang dikanakan
aturan inirpasal 9 tantang tata cara, tampat serta waktu
pendaftaran, pasal n hal-hal yang manjadi kewajiban
pendaftaran, pasal 30 tarkait dangan biaya yang
dikeluarkan sekaligus sanksi yang dkarima apabila tidak
malakukan pada pasal 32.

•
Kapantingan publik yang diatur dalam paraturan ini
marupakan kapantingan publik tarkait kepastian
berusaha yang diwujudkan dangan salah satu bantuk
legalitas yaitu wajib daftar perusahaan dapat dilihat dari
partimbangan yang manjadi alasan parlu adanya
perundang-undangan yang mangatur tantang wajib
daftar perusahaan.

0 Simpano

b. Terdapat konsistensi antara tujuan yang ingin
dicapai dangan mekanisme yang talah diatur untuk
pancapaian tujuan tersebut.

Slmpan0o
Kapantingan publik yang dilindungi olah paraturan ini
dinyatakan dangan jelas. Kapantingan publik
tersebut misalnya tantang pariindungan konsumen,
tanaga kerja, kesehatan masyarakat, keselamatan,
akses pasar yang fair bagi UKM, atau pariindungan
tarhadap lingkungan hidup.

Paraturan ini adalah
untuk malindungi
kapantingan publik.

“ | SimpanParaturan perundang-undangan disini labih bersifat
administrate dimana rasiko dari parmasalahan sudah
sasuai dangan muatan utama yang diatur dalam
peraturan ini. rasiko yang mungkin timbul apabila tidak
ada paraturan ini adalah parusahaan kurang mamiliki
keparcayaan di mata astng karana salah satu bantuk
lagalitas adalah parusahaan tarsabut diakui
kabaradaanya olah pemerintah yang barwanang malalui
data yang tarkumpul malalui makanisma wajib daftar
parusahaan ini.

©o
Intervensi malalui
paraturan ini
proporsional dangan
parmasalahan yang
ingin diatasi

Intervensi ini proporsional dengan rasiko dari
permasalahan yang ingin diatasi
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Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)
I F'prulfipdt i I l i ter Skor
h 1:i . Altern^ ti f Krbi jdkdn KrrfprM Penduki inq Ppn|f*lds<in Penriiikiinq l lhnh S SS T.S

(2) CD (o)
I SkorS TS

Karana Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini
mengatur tentang salah satu bentuk legalrtas yang
menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha yaitu
tentang wajib daftar perusahaan, disini bentuk legalrtas
harus berupa dokuman yang mamiliki kakuatan hukum
yang diakui dan bantuk aturan yang mangikat berupa
paraturan perundang-undangan.

Permasalahan teraebut tidak akan dapat diatasi
secara labih afaktrf dan efisien malalui instrumen
lain selain berbentuk peraturan. Inatrumen lain
tersebut meliputi antara lain l) aturan internal (self-
regulation), 2) kampanya urttuk panyabaran

inform** dan maningkatkan kesadaran, 3) insente
fiskal atau financial termasuk pembebasan pajak,
pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu. atau
5) panyadarharaan aturan yang ada

100%Xo Simpan>

Alternate lain selain
barbantuk paraturan

akan kurang efektif
dalam mengatasi
permasalahan yang
ada

\ Prrwldpdt ; Fil ter Skor
~TKriler in Pendtikunq PenjeUsdn Penrl i ikunq l lbr ih4. Tepr i l Sdsdrdn S SS i TS

(?) I (1 ) I (O)S TS Skor

Tujuan dari undang-undang nomor 3 tahun 1982 ini
adalah untuk labih dapat manjamin kepastian berusaha
bagi dunia usaha disamping sabagai aara pembinaan,
pengarahan, pengawasan yang dilakukan pemerintah
karana daftar perusahaan merupakah lumber inform** E
resmi dimana semua pihak yang berkepentingan dan
malakukan usaha di wilayah Indonesia berkewajiban
maakukarya. disini tujuan peraturan ini tidak
menimbulkan beban yang barlabihan karana paraturan
ini mengatur yang stfatnya administrate terkait SAB V *

9 Simpan 100%X*
Tujuan paraturan ini dapat dicapai dangan Laban
minimal yang harm ditanggung kelompok sasaran
dan tidak manimbulkan beban yang tidak perlu
(tambahan) bagi kelompok bukan sasa - an
(akstarnalitas negate)

Paraturan ini
meminimalisir akibat-
akibat yang tidak
diharapkan
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Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)
F l i te r SkorPendapat

Pen|elasan F’rnHukunq UhahKritena PenHukiinqS. Komnnikf ts i S SS IS
(?) (» I (O) SkorS FS

Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun
1982 adalah tentang wajib daftar perusahaan dimana
muatan utama dalam undang-undang ini telah sesuai
dengan judul peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 5
berisikan saiapa saja yang wajib melakukan
pendaftaran perusahaan, pasal 9 dan 10 berisikan cara
dan tempat serta waktu pendaftaran, pasal ll berisikan
hal-hal yang wajib didaftarkan.

50a/aXSimpan

a. Judul peraturan ini telah sesuai dan konsisten
dengan muatan (utama) yang diatur.

o Peraturan ini Jnenjelaskan kriteria tentang kewajiban
daftar perusahaan dimana dalam pasal 6 dijelaskan ada
kriteria yang tidak diwajibkan untuk melakukan daftar
perusahaan yaitu pengusaha keoil/perseorangan yang
menjalankan pribadi pengusahaanya sendiri atau
dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya
saja. Untuk saat ini perlu diperjelas lagi terkait kriteria
lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut agar tidak
menjadi alasan pengusaha /perseorang tidak
mendaftarakan perusahaanya.
Dalam peraturan ini karena bersifat administratif bahasa
yang digunak&n cenderung poin-poin terkait
kewajiban,persyaratan untuk melakukan daftar
perusahaan dapat dilihat pasal 1 1 disitu dijabarkan poin-
poin yanh wajib didaftarkan oleh perusahaan, pasal 12
terkait persyaratan yang harus dimiliki apabila
perusahaan tersebut berbentuk koperasi, pasal 15
terkait persyaratan yang harus dimilki apabila
perusahan tersebut berbentuk perseorangan.

Simpan

b. Peraturan ini bisa dimengerti dengan mudah oleh
kelompok sasaran termasuk pengusaha kecil.

i

Peraturan ini ditulis dan
dikomunikasikan
dengan baik. Simpan9

Ic. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi-
interpretasi oleh pejabat publik sehingga dapat
mencegah beban yang tidak perlu.

SimpanDisini Undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang
mengatur topik wajib daftar perusahaan dapat dengan
mudah diperoleh baik melalui internet ataupun satuan
kerja terkait yang berwenang untuk melakukan
pelayanan di bidang wajib daftar perusahaan, dalam
penelitian ini satuan kerja yaituBadan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Sidoarjo.

9 A-

d. Peraturan tersebut dapat diperoleh dengan mudah
oleh publik (kelompok sasaran) dari internet atau
kantor pemerintah terkait
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Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.3 tahun 1982 (lanjutan)
Pfrwldprtt j Filter Skor

Kritcrw f’rnriukiinq6.Krp«itiihiin PcnirUsan Pendukiimj llhrth S SS TS
(?) ! ( i ) I (o) SkorS IS

o Dalam Undang-Undang ini lembaga/institusi yang
mengimplementasikan peraturan ini belum dijelaskan
secara jelas karena akan diatur oleh peraturan
dibawahnya, dalam peraturan ini hanya dijelaskan
hahwa yang berhak untuk mengatur tentang mekanisme
teknis dari wajib daftar perusahaan ini adalah menteri
pardagangan sesuai dangan pasal 1 UU nomor 3 tahun
1982

0*aXSlmpan

a. Lembaga/institusi yang akan
mengimplementasikan peraturan ini talah
dinyatakan dangan jelas

Strategi implementasi
atau pelaksanaan
peraturan ini talah
dipersiapkan dangan
baik.

9 Undang-Undang nomor* 3 tahun 1982 ini talah
manggunakan pandakatan yang kurang realistis terlihat
dalam pasal 7 dimana yang diwajibkan untuk malakukan
wajib daftar perusahaan adalah semua baik kantor
pusat, kantor* cabang, kantor pembantu, anak
parusahaan masing-masing harus mamilki tarda daftar
perusahaan sendiri.

Slmpan

b. Paraturan ini manggunakan pandakatan yang

realistis ( misalnya izin usaha yang tidak harus
diparbahar*ui satrap tahun).

Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini talah
dinyatakan dangan jelas pada pasal 32 dan 33 tarkait
dangan katantuan pidana atas palanggaran yang
dilakukan dalam undang-undang ini sanksi yang
dibabankan dapat ditarima yaitu ancaman kurungan 3
bulan danda 3 juta rupiah dandanda 1,5 juta rupiah
tarkait palanggaran yang diatur dalam pasal tarsabut.

9 Slmpan

b. Sanksi atas palanggaran tarhadap paraturan

dinyatakan dangan jalas dan dapat ditarima
(reasonable)

Makanisma palaksanaan
dan sanksi dinyatakan
dangan jalas. 9 Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 ini belum

dijalaskan sacara rinci pandalagasian dari implementasi
undang-undang ini karena akan diatur dalam paraturan
diba*ahnya, disini hanya majalaskan dalam pasal l
menteri yang berwenang dalam panjabaran undang-
undang ini adalah menteri pardagangan.

Slmpan

a. Paraturan ini menerangkan dangan jalas dan rinci
bagaimana pelaksanaannya dan mambarikan
dalagasi kapada tingkatan pemermtahan yang tapat
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Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang NoJ tahun 1982 (lanjutan)
Skor(0 1) I IJhfthJems Hnnfddt Skor(0 4)ekonomi lems RMVH

3 [3 Pengenaan Retribusi dan Pajak

3 @ Biaya pengurusan, perpanjangan

2 [ Pemenuhan infrastruktur yang dibutuhkan

3 [ Maningkatkan biaya operational

4 [ ,Biaya operational

4 @ Sifat konsumerisme

20Industri inti & Industri pendukung Manunjang aspek parmodalan Simpan

1 H I ^nipan

4 ! Simpan

2 \w j Simpan

Industri inti 8t Industri pendukung Manunjang aspek operational sehari- hari

inttanti tarkait Manunjang paningkatan invattati

Maningkatkan pandapatan daarabinttanti tarkait

1 [3Manunjang pertambahan jumlah angoota koparatiLambaga non pamarintah Simpan

4 SManunjang panciptaan lapangan kerja baru SimpanMatyarakat

Skor(0 4) Skor(0 4) 1 UbrthJemssosmI Jems nif* y <*
3 [ Simpan3 » Adanya tanggung jawab moral untuk warga takitar

Paningkatan kapuatan publik terhadap kinarja inttansi tarkait 2 \V\ * Kurangnya kontributi matyarakat tarhadap palayanan parijinan

3 j Kualitat hunian bapotanti manjadi randah

Industri inti & Industri pendukung Perusahaan dapat labih diparcaya dari tagi legalitas

3 [3 Simpaninttansi tarkait

4 [ SimpanManunjang paningkatan kasajahtaraan matyarakatMasayarakat

Total 27 24 SELESA11
»

Skor 4iOampak flasar 3 : Terbatas 2 : Sedtat I: Sangat Sadikjt 0 : fidak Ada

* iltc-r SlcorPrnd.tp.it
F*rn|rl.t«..in Crndtikunq I(h.ihKrtlrri.iPrndiikiinq/ . ( >.tmp.tk *>** I«>

I ( ? ) I ( •) ! (o) j
s SkorISH

Undang-undarg Republik Indonesia no. 3 tahun 1982
tarkait wajib defter peruoahaan merupakan paraturan
tarkait legalitas yang mambarikan dampak yang cukup
beoat tarhadap peruoahaan ataupun UMKM, dioini
khuouonya UMKM banyak yang tidak memilki wajib
daftar paruaahaan ini oehingga mengalami keoulitan
dalam memperoleh parmodalan oerte oparaaional oehari-
hari yang biaanya mengajukan perayaratan akan

lagalitaa uaaha ini. aahingga aacara umum benefit yang
dihaailkan malabihi coat yang dicimbulkan.
aenefit dan coat yang dihaailkan olah paraturan ini talah - j simpan j
tar diatr ibuai aacara fair dangan dilihat dari macrika
benefit and coat dimana aatiap atalaholdar mandapatkan
manfaat aarta konaakuanai dampak aampingan yang
aaauai dangan paranya maaing maaing

Simpan | X<9) I004ia. Secara umum, benefit yang dihaailkan dari
paraturan ini malabihi coat yang harua ditanggung
olah atakaholdar tarkait (baik aacara akonomi,
aoaial). fteapon dari kriteria pendukung ini harua
berdaaarkan Matrik Coat and Benefit Analyaia
tertompir yang harua dilangkapi olah Reviewer.

Secara kualitatif,
manfaat (benefit)
paraturan teraebut labih
baaar dibanding biaya
(coat).

b. aenefit dan coot paraturan teraebut terdiatribuai
aacara fair kepada publik/maayarakat.

Slcor .»|i.cn

9»
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-1
* | SimpanPeraturan ini merupakan peraturan yang

menyempumakan Undang-Undang nomor 9 tahun 1995
tentang usaha kecil, dimana dengan kondisi
perkembangan lingkungan perlu dilengkapi menjadi
usaha mikro, kacil dan manangah yang diatur dalam
Undang-Undang nomor* 20 tahun 2008 ini dan undang-
undang ini mangacu pada pasal 5 ayat(l ) , pasal 20,
pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 undang-undang dasar
negara Republik Indonesia tahun 19*5, sehingga sesuai
dengan tata urutan perundangan .

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini merupakan
peraturan tertinggi di bidang usaha mikro, kecil dan
menengah yang merupakan penjabaran dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19*5
pasal 5 ayat l, pasal 20, pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.

100^Xo

a. Peraturan ini telah sesuai dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi).

k
Peraturan ini
keberadaannya telah
memiliki dasar hukum
sebagai syarat

keabsahan suatu
peraturan perundang-
undangan

o Simpan

b. Peraturan ini telah memperhatikan peraturan lain
yang relevan, baik yang mempunyai hirarkhi yang
setingkat atau lebih tinggi.

Peraturan perundangan ini memilii dasar hukum berupa *
Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 19*5
pasal 5 ayat (l)
Pasal 20
Pasal 27 ayat (2)
pasal 33

9 Simpan

c. Peraturan ini telah mengacu kepada dasar hukum
yang masih berlaku (masih aktif)

dan sampai sekarang masih berlaku.
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Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membarikan
panduan terkait pembardayaan UMKM malalui
pangembangan iklim usaha yang kondusif, pambarian
kasampatan barusaha, dukungan pariindungan sahingga
mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potansi
UMKM dalam mawujudkan pertumbuhan akonomi,
pamarataan dan paningkatan pandapatan rakyat,
pancipcaan lapangan karja, dan pangantasan
kemiskinan dimana aaauai dagan partimbangan poin C
dalam undang-undang ini.
Undang-UndaAg ini konswtan tarkait tujuan dan
makaniama yang diatur dimana dalam dalam bab v
pasal l tarkait dangan aspak kabijakan yang
mampangaruhr panumbuhan iklim usaha yaitu
a. pandanaan
b. sarana prasarana
c. informasi usaha

0 100a/«9 Simpan X>

a. Tujuan dan dampak yang diharapkan dari
paraturan ini talah dinyacakan dangan jalas dan
marupakan jawaban tarhadap parmasalahan yang
ingin diatasi.

Tujuan utama yang
ingin dicapai paraturan
dinyacakan dangan
jalas.

»
©9 SimpanA

b. Tardapat konsistansi antara tujuan yang ingin
dicapai dangan makanisma yang talah diatur untuk
pancapaian tujuan tarsabut.

d. kamitraan E
a. parizinan usaha
f . kasampatan barusaha
h. dukungan kalambagaang. promosi dagang

i
i

Dalam paracujan ini talah dicantumkan tarkait dangan
parlidungan yang dilindungi dalam undang- undang 20
tahun 2008 dalam pasal 13 tarkait dangan aspak
kasampatan barusaha secara khusus ayat l poin a.
malindungi usaha tartantu yang stratagis untuk usaha
mikro, kacil dan manangah

0o
Kapantingan publik yang dilindungi olah paraturan ini
dinyatakan dangan jalas Kapantingan publik
tarsabut misalnya tantang pariindungan konsuman,
tanaga karja, kasahatan masyarakat, kasalamatan,
aksas pasar yang fair bagi UKM, atau pariindungan
tarhadap lingkungan hidup.

Paraturan ini adalah
untuk malindungi
kapantingan publik.

lntervansi yang diberikan dalam undang-undang 20
tahun 2008 ini proporsional dimana maliputi 8 aspak
yang talah disabutkan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu :

d. kamitraan
a. parizinan usaha
f. kesempatan barusaha
h . dukungan kalambagaan

* | Simpano9

lntarvansi malalui
paraturan ini
proportional dangan
parmasalahan yang
ingin diatasi.

a. pandanaan
b. sarana prasarana
c. informasi usaha

lntarvansi ini proporsional dangan rasiko dari
parmasalahan yang ingin diatasi

g. promosi dagang

fl /
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Karena permasalahan ini mengatur tentang usaha
mikro, kecil dan menengah yang relatif rentan terhadap
permasalahan sehingga tertcait kedelapan aspek terkait
kebijakan terhadap UMKM harus dilindungi dengan
kakuatan hukum yang memadai sehingga palaku UMKM
akan terjamin eksistensi di dunia usaha, olah karena itu
permasalahan ini akan labih efektif untuk diatur dalam
bentuk paraturan perundang-undangan .

Simpan j XPermasalahan tersebut tidak akan dapat diatasi
secara labih afaktif dan efisien malalui instrumen
lain selain barbantuk paraturan. Instrumen lain
tersebut meliputi antara lain 1) aturan internal (self -
regulation), 2) kampanye untuk penyebaran
informasi dan maningkatkan kasadaran, 3) insentif
fiskal atau finansial termasuk pambabasan pajak,
pinjaman lunak atau subsidi, 4) jaminan mutu, atau
3) penyedarhanaan aturan yang ada.

100%

Altamatif lain salain
barbantuk paraturan

akan kurang afaktif
dalam mengatasi
parmasalahan yang
ada

Perxidpdt f liter Skor
TKri te r iH Pendukunq4. S«iMrrfn Penjelnvan Pendukunq (lh<ih S SS IS

( ?) I ( » ) (O) IS ! TS j Skor

Tujuan peraturan ini salah satunya tarkait dalapan
aspak yang tarkait penumbuhan iklim usaha yang
kondusif( dalam pasal 7 ayat l), paraturan ini
maminimasi tarkait beban yang tidak parlu karana
paraturan ini justru mangatur tarkait kedelapan aspak
tarsabut agar menjadi labih rasonabla dan dapat
dilakukan dangan kondisi aaat ini.

Simpan | Xo 100%
Tujuan paraturan ini dapat dicapai dangan beban
minimal yang harus ditanggung kelompok sasaran
dan tidak menimbulkan beban yang tidak pariu
(tambahan) bagi kelompok bukan sasaran
(akstarnalitas negatif)

Paraturan ini
maminimalisir akibat-
akibat yang tidak
diharapkan



94

Pengisian RegMap Lengkap Undang-Undang No.20 tahun 2008 (lanjutan)
Pendapat I l i t e r Skor

S. Komi in ika s i Kr i t r rM Prnd i i l d inq Pen i r l r t s an PrnHi i l o inq l lh r th s ss | rsm m (o) ;S IS Sknr
J

Judul paraturan ini adalah UU 20 tahun 2008 tantang
usaha mikro, kacil dan manangah dimana dalam mautan
utama yang diatur talah sasuai dangan judulnya dapac
dilihat dalam pasal 7 ayat l tarkait aapak yang diatur
tardapat 8 aapak :
a. pandanaar
b. sa ana prasarana
c. informal usaha
g. promosi dagang

0 50*/oXSimpano

a. Judul paraturan ini talah casual dan konsisten
dangan muatan (utama) yang diatur.

t=
d. kamitraan
a. parizinan usaha
f. kasampatan barusaha
h. dukungan kalambagaan

Undang*undapg ini hanya manjabarkan kritaria UMKM
bardasarkan jumlah kakayaan bar«ih sasuai dangan
pasal 6 ayat I, ayat 2, ayat 3 sahingga kurang dapat
manggambarkan kondisi di lapangan saharusnya yang
dieinjau tidakrianya modal malainkan dari *agi pasar,
jumlah tanaga karja, kalancaran cashfow, motif bakarja.

o o Simpan

b. Paraturan ini bisa dimangarti dangan mudah olah
kalompok sasaran earmaauk pangusaha kadi.

Paraturan ini ditulis dan
dikomunikasikan
dangan baik. Bahaaa paratiran ini bariaikan tujuan-tujuan yang ingin A

dicapai olah paraturan dibawahnya ax: pada pasal 8
huruf a dimana aspek pandanaar mamilliki tujuan:
a. mamparluas sumbar pandanaan dan mamfasilitasi
usaha mikro, kacil dan manangah untuk dapat
mangaksas kradit parbankan dan lamabaga keuangan
bukan bank
sehingga paraturan dibawahnya mangatur makanisma
tarkait tujuan taraabut, aahingga maminimaliair multi-
praaapai karana tujuan audah dijalaskan diawal . *

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tarkait uaaha
mikro, kacil dan manangah ini dapat dangan mudah
diakaaa baik malalui website raami kamatarian tarkait
ataupun satuan karja di daarah yang mambidang
masalah UMKM dalam hal ini Dinas UMKM.

Simpano

c. 2ahasa yang digunakan tidak manimbulkan multi*

interpretasi olah pajabat publik aahingga dapat
mancagah baban yang tidak parlu.

o9

d. Paraturan taraabut dapat diparolah dangan mudah
olah publik (kalompok aasaran) dari intamat atau
kantor pamarintah tarkait
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9 Dalam undang-undang ini belum dijelaskan secara jelas >

lembaga yang akan mengimplementasikan undang-undang ini. Untuk lembaga /institusi lebih lanjut akan
drtetapkan melalui peraturan pemerintah. terkait
permasalahan perijinan hanya disebutkan dalam paaal
12 ayat 2 bahwa untuk keterangan mengenai
persyaratan dan tata cara permohcnan izin uaaha diatur
dengan peraturan pemerintah,, aeharuanya dijelaakan
lebih lanjut terkait lembaga yang mengurua
permaaalahan peri2inan .

undang-undang ini telah memberikan panduan terkait 8
aapek yang mempengaruhi perkembangan UMKM aebgai
contoh aapek perizinan dijelakan pada paaal 12 ayat l
huruf a. dimana penyederhanaan tata cara dan jenia
perizinan uaaha dengan aiatem peiayanan terpadu aatu
pintu ayat b membebaakan biaya perizinan bagai uaaha
mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi
uaaha kecil.

a Lembaga/institusi yang akan
mengimplementaaikan peraturan ini telah
dinyatakan dengan jelaa.

Strategi implemented
atau pelaksanaan
peraturan ini telah
diperaiapkan dengan

baik .

9 Simpan

b. Peraturan ini menggunakan pendekatan yang
realistis ( miaalnya izin uaaha yang tidak harua
diperbaharui aetiap tahun).

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 ini sanksi
yang drtetapkan telah jelaa dan reacnable aerta
proportional dimana aanksi dibedakan berdasarkan
jenia sanksi dan jenia uaaha aeperti yang dijelaakan
dalam paaal 39 ayat l terkait aankai kepada uaaha
besar, ayat 2 terkait uaaha menengah paaal 40 terkait
ketentuan pidana

9

b. Sankai atas pelanggaran terhadap peraturan
dinyatakan dengan jelaa dan dapat diterima
(reasonable)

Mekaniame pelakaanaan
dan aanksi dinyatakan
dengan jelaa Simpan• Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara rind >

terkait dengan pelakaanaan dari impelementasi
peraturan ini namun hanya panduan yang akan
dijabarkan lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan dibawahnya dalam undang-undang ini
mencantumkan kriteria-kriteria tujuan yang ingin dicapai
dalam undang-undang ini.

a . Peraturan ini menerangkan dengan jelas dan rinci
bagaimana pelaksanaannya dan memberikan
delegasi kepada tingkatan pemerintahan yang tepat
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Lampiran 5
Foto-folo Kuniu
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Lampiran 5
Foto-foto Kunjungan (lanjuatan)
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